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MOTTO 
 
 ُنَآنَش ْمُكَّنَمِرَْجي َلََو ۖ ِطْسِقْلِاب َءاَدَهُش ِ َِّلِلّ َنيِما ََّوق اُونوُك اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي
  اُولِدَْعت ََّلَأ ٰىَلَع ٍمَْوق  ۚ   ريِبَخ َ َّاللَّ َِّنإ  َ َّاللَّ اُوقَّتاَو ۖ ٰىَوْقَّتلِل ُبَرَْقأ َوُه اُولِدْعا  اَمِب
نُولَمَْعت َ  
 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalumenegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlahsekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlakutidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 
danbertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamukerjakan (Al-Maidah ayat 8) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
 
 
ix 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
 
 
x 
 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ Fathah A A 
 ِ‎ Kasrah I I 
 ُ‎ Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
 
 
 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
 
 
 
 
 
xii 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحهط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
 
 
xiii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّتز Rabbana 
2. لّصن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
 
 
xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤننا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسزلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعنا بز للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقشاسنايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيلماو ميكنا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
RIA NOVA NUR SOLEKAH, NIM : 152.111.071, Kelas HESB 
TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG 
PEMBIAYAAN AKAD MUḌᾹRABAH TERHADAP PELAKSANAAN 
AKAD MUḌᾹRABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN HAJI(Studi 
Kasus Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Klaten Pemuda). 
 
Akad muḍarabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul al-
maal) dengan pengelola dana (mudarib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan 
nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan. Dalam 
perkembangannya akad muḍārabah terasa kurang populer dikalangan masyarakat. 
Hanya sebagian masyarakat mengetahui tentang apa yang dimaksud muḍārabah, 
bagaimana prosedur untuk menikmati akad muḍārabah di lingkungan perbankan 
syariah sehingga perlu dilakukan pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat akan 
produk-produk perbankan syariah dalam perbaikan ekonomi dan kemaslahatan 
umat. 
Dalam praktiknya mengenai produk tabungan haji ini di Bank BRI Syariah 
Kantor Cabang Klaten Pemuda ini mengalami kemajuan yang begitu pesat dapat 
dilihat dari bertambahnya nasabah yang begitu banyak setiap tahunnya dengan 
begitu harus dipastikan bahwa produk ini sudah mengacu pada Fatwa DSN-MUI 
lalu produk tabungan haji ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena dalam 
tabungan haji di Bank BRI Syariah hanya untuk menabung ibadah haji saja tidak 
bisa untuk menabung yanglain. Dan dalam menabung di Bank BRI Syariah tidak 
ada jangka waktunya sehingga nasabah bisa menabung tanpa ditentukanbulannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan 
akad muḍarabah mutlaqah pada tabungan haji di Bank BRISyariah Kantor Cabang 
Pembantu Klaten Pemuda dan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-
MUIterhadap pelaksanaan akad muḍarabah mutlaqah pada tabungan haji di Bank 
BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Klaten Pemuda. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research), 
yang berlokasi di Jl.Pemuda, Tegalputihan, Bareng, Kec.Klaten Tengah, 
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui 
wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik analisis data yang terjadi apakah  
pelaksanaan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan haji sudah sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan akad mudharabah di Bank 
BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Klaten Pemuda akad dan rukunnya sudah 
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Untuk pembagian nisbah nya sudah mengacu 
pada Fatwa DSN-MUI cuma terkadang bank tidak mencantumkan nisbah 
pembagian hasil dengan bentuk prosentase pada pembukaan rekening tabungan 
haji. 
 
Kata Kunci: Akad mudharabah mutlaqah, Tabungan haji, Fatwa DSN-
MUI 
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ABSTRACT 
 
RIA NOVA NUR SOLEKAH, NIM : 152.111.071, Kelas HESB REVIEW OF 
FATWA DSN MUI NO.07 / DSN-MUI / IV / 2000 CONCERNING 
FINANCING OF MUḌᾹRABAH ACADEMIC ON THE IMPLEMENTATION 
OF MUTLAQAH MUḌᾹRABAH MUTLAQAH IN HAJI SAVINGS (Case 
Study at BRI Bank Syariah Branch Office of Youth Klaten Assistant). 
 
Muḍarabah contract is a cooperation agreement between the owner of the 
fund (shahibul al-maal) and the fund manager (mudarib) to carry out business 
activities with profit sharing ratio (profit or loss) according to the agreement.  In 
its development the muḍārabah contract felt less popular among the people.  Only 
a part of the public knows about what is meant by muḍārabah, how is the 
procedure for enjoying the muḍārabah contract in the sharia banking 
environment, so that further public recognition of sharia banking products is 
needed in improving the economy and benefit of the people. 
In practice regarding this Hajj savings product at Bank BRI Syariah, the 
Klaten Pemuda Branch Office is experiencing rapid progress, it can be seen from 
the increasing number of customers every year, so it must be ensured that this 
product has referred to the DSN-MUI Fatwa then this Hajj savings product  can 
not be taken at any time because in the Hajj savings at BRI Syariah Bank only to 
save the pilgrimage alone can not be to save another.  And in saving at BRI 
Syariah Bank there is no time period so that customers can save without a 
specified month. 
The purpose of this study is to find out about the implementation of 
mutlaqah mudharabah contracts on hajj savings in the BRISyariah Bank of the 
Klaten Pemuda Youth Sub-Branch Office and to find out the review of the DSN-
MUI Fatwa on the implementation of the mutlaqah mudharabah contract on hajj 
savings in the BRISyariah Bank of the Klaten Pemuda Branch Office. This 
research is a qualitative research field (field research), which is located on 
Jl.Pemuda, Tegalputihan, Bareng, Kec. Klaten Tengah, Klaten Regency, Central 
Java. Primary and secondary data are collected through interviews, observations, 
documentation and data analysis techniques that occur whether the 
implementation of the mudharabah mutlaqah contract on Hajj savings is in 
accordance with the DSN-MUI Fatwa. 
The results of this study are that the implementation of the mudharabah 
contract at the BRISyariah Bank Branch Office of the Klaten Pemuda Youth and 
the agreement and rukun are in accordance with the DSN-MUI Fatwa. For the 
distribution of the ratio already referring to the fatwa of the MUI DSN hajj 
savings. 
  
Keywords: Mudharabah mutlaqah contract, hajj savings account, DSN-MUI 
fatwa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diyakini dan 
dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat wajibnya 
yang akan menyempurnakan rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah 
syahadat, shalat, puasa dan zakat. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk 
ritual tahunan yang dilaksanakan setiap muslim sedunia yang mampu (baik 
material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa 
kegiatan dibeberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang telah 
ditentukan (bulan Zulhijjah).1 
Ibadah haji sesungguhnya menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam. 
Karenanya, ibadah ini telah ditetapkan dan diterangkan secara jelas didalam 
kitab suci Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Hal ini menunjukkan betapa 
istimewanya ibadah yang satu ini adalah ibadah haji. Meskipun 
membutuhkan biaya yang lumayan besar, ibadah haji tetap menjadi impian 
semua orang.Ketika mengerjakan ibadah haji itu orang dapat menyaksikan 
syiar-syiar agama Allah SWT yang harus dimuliakan.
2
 
                                              
1A Rahman Ritonga dan Zainuddin, Fiqh Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 
hlm. 209. 
2Khalifi Elyas Bahar, Doa dan Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji dan 
Umroh   (Yogjakarta: DIVA Press, 2013), hlm. 14-15. 
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Bank BRI Syariah KCP Klaten Pemuda adalah salah satu lembaga 
keuangan syariah yang menyediakan layanan untuk perjalanan ibadah haji 
dengan menggunakan sistem yang bisa meringankan nasabah, yaitu tabungan 
haji BRI Syariah iB tabungan ini merupakan produk yang bagus karena 
banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu 
terbentur biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah 
sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari 
keuntungan ataupun sarana berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan 
tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui akad dalam 
konsep syariah.
3
 
Tabungan merupakan penyisihan sebagian hasil pendapatan yang 
dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang 
diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam masyarakat berusaha 
untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah 
satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji. 
Perkembangan peminat pelaksana haji dari tahun ke tahun meningkat dapat 
diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari 
semakin lama bahkan saat ini calon jamaah harus menunggu hingga kurang 
lebih 23 tahun lamanya. Untuk membantu calon jamaah yang ingin 
menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, lembaga keuangan 
menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas 
produk tabungan haji yaitu Tabungan Haji BRI Syariah iB. 
                                              
3 Ibid 
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Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan produk simpanan yang 
menggunakan akad bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah khusus bagi yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), 
dengan menggunakan akadMuṭlaqah.4 
Akad muḍarabahadalah akad kerja sama antara pemilik dana 
(shahibul al-maal) dengan pengelola dana (mudarib) untuk melakukan 
kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut 
kesepakatan. Dalam perkembangannya akad muḍārabahterasa kurang populer 
dikalangan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat mengetahui tentang apa 
yang dimaksudmuḍārabah, bagaimana prosedur untuk menikmati akad 
muḍārabah di lingkungan perbankan syariah sehingga perlu dilakukan 
pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat akan produk-produk perbankan 
syariah dalam perbaikan ekonomi dan kemaslahatan umat.
5
 
    Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan 
suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, 
kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian 
maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, 
kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha, 
                                              
4 Azmi Fikri Akhmada, Supervisor Bank BRISyariah KCP Klaten Pemuda,Wawancara 
Pribadi, pada tanggal  25 Juli 2019 pukul 16.00-17.00 WIB. 
5Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2001), hlm.    85. 
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sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi 
sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.
6
 
      Mudharabah secara bahasa berasal dari kata برض mengikuti wazan 
ةلعافم yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. 
Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, 
pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha yang menjalankan modal 
(mudharib). Kata mudharabah berasal dari kata al-dharb fi al-ardhi yaitu 
usaha dalam perniagaan. Mudharabah juga disebut juga dengan qiradh, yang 
berasal dari kata qardhu dengan makna qath‟u (potongan), karena pemilik 
modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan guna 
mendapatkan keuntungan (laba).
7
 
Berdasarkan pemaparan Bapak Fikri selaku supervisor di Bank BRI 
Syariah KCP Klaten Pemuda dapat disimpulkan pembukaan buku tabungan 
haji BRI Syariah iB  untuk biaya perjalanan ibadah haji selalu mengalami 
kenaikan setiap tahunnya. Bisa dikatakan begitu karena beliau memaparkan 
bahwa setiap harinya akad pembukaan haji di bank bisa sampai sekitar 10 kali 
lebih akad pembukaan tabungan hajinya. Hal ini menandakan bahwa 
tingginya peminat pelaksanaan haji dari tahun ke tahun meningkat dapat 
diamati dari kuota pemberangkatan untuk provinsi Jawa Tengah sendiri 
ditetapkan sejumlah 30.479 orang, dengan rincian 30.225 untuk jamaah haji 
dan 254 orang untuk Tim Pemandu Haji Daerah dengan masa tunggu yang 
semakin hari semakin lama. Namun dalam praktiknya kegiatan ekonomi 
                                              
6 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2016, hlm. 151 
7Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 4, Jakarta: Pundi Aksara, 2006, hlm. 217  
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belum serta-merta menerapkan prinsip syari‟ah. Masih banyak dijumpai 
keadaan yang dianggap bertentangan dengan prinsip syari‟ah. Untuk 
mengetahui tingkat pelaksanaan prinsip syari‟ah, diperlukan sebuah 
penelitian terhadap lembaga keuangan syari‟ah khususnya pada tabungan haji 
dengan akadmuḍārabahmuṭlaqah Penelitian ini difokuskan pada lembaga 
keuangan syari‟ah yakni Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Klaten 
Pemuda. 
Dalam praktiknya mengenai produk tabungan haji ini di Bank BRI Syariah 
Kantor Cabang Klaten Pemuda ini mengalami kemajuan yang begitu pesat 
karena dapat dilihat dari bertambahnya nasabah yang begitu banyak setiap 
tahunnya dengan begitu harus dipastikan bahwa produk ini sudah mengacu 
pada hukum Islam atau belum, lalu produk tabungan haji ini tidak bisa 
diambil sewaktu-waktu karena dalam tabungan haji di Bank BRI Syariah itu 
hanya untuk menabung ibadah haji saja tidak bisa untuk menabung yang lain. 
Dan juga dalam menabung di Bank BRI Syariah tidak ada jangka waktunya 
sehingga nasabah bisa menabung tanpa  ditentukan bulannya. Berdasarkan 
uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas dengan 
judul, “TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 
TENTANG PEMBIAYAAN AKAD MUḌᾹRABAH TERHADAP 
PELAKSANAAN AKAD MUḌᾹRABAH MUTLAQAH PADA 
TABUNGAN HAJI(Studi Kasus Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang 
Pembantu Klaten Pemuda)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada tema dalam proposal yang penulis laksanakan ini, maka 
perlu adanya batasan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematika, 
diantaranya: 
1. Bagaimana penerapan akad muḍārabah muṭlaqah pada tabungan haji di 
Bank BRI Syariah KCP Klaten Pemuda ? 
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap 
pelaksanaan akadmuḍārabah muṭlaqahpada tabungan haji di Bank 
BRISyariah KCP Klaten Pemuda ? 
 
B. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan 
haji di Bank BRI Syariah KCP Klaten Pemuda. 
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-
MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan akad mudharabah mutlaqah pada 
tabungan haji di Bank BRI Syariah KCP Klaten Pemuda. 
 
C. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi 
penulis dan umumnya bagi masyarakat sebagai suatu sumbangan pemikiran 
dari penulis, menjadi wawasan dan meningkatkan pengetahuan bagi penulis 
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khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Adapun manfaar yang penulis 
harapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan hukum Islam terhadap pelaksanaan akadmuḍārabah 
muṭlaqah pada tabungan haji di Bank BRI Syariah Kantor Cabang 
Pembantu Klaten Pemuda.  
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi 
masyarakat luas yang ingin melaksanakan ibadah haji. Serta sebagai 
kontribusi bagi para akademisi tentang bagaimana pelaksanaan untuk 
ibadah haji. Bagi Bank Syariah, skripsi ini dapat dijadikan pedoman 
dalam produk tabungan haji. 
 
D. Kerangka Teori 
1. Muḍārabah Muṭlaqah 
Muḍārabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau 
muqaradhah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian qiradh dan 
muḍārabah adalah satu makna. Jadi menurut bahasa, muḍārabah atau 
qiradh berarti al-qath’u (potongan), berjalan, dan atau bepergian. Menurut 
para fuqaha, muḍārabah ialah akad antara dua belah pihak (orang) saling 
menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya dan pihak satu 
sebagai pengelola.
8
 
                                              
8Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), hlm.135-
136.   
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Muḍārabah Muṭlaqah adalah seseorang yang memberikan modal 
kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Shahibul maal memberikan dana 
untuk pembiayaan dan mudharib sebagai pengelola, keuntungan akan di 
bagi sesuai kesepakatan, dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan 
sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara 
akad muḍārabah tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat 
pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.
9
 
Transaksi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan 
wilayah bisnis. Di sini shahibul maalmemberikan keleluasan kepada 
mudharib untuk melakukan usaha sesuai kehendaknya, tetapi sejalan 
dengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya. 
Mudharib harus diberikan perintah dan wewenang untuk melakukan hal-
hal yang diperlukan dalam melakukan usaha. Seluruh pengeluaran rutin 
yang berhubungan dengan muḍārabah, yang bukan pengeluaran pribadi 
mudharib akan dibebankan ke dalam akun mudharabah. Mudharib tidak 
diperbolehkan untuk melakukan perhitungan ulang atau menentukan angka 
mutlak terhadap keuntungan di muka, keuntungan akan dibagi antara 
shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang telah disetujui di 
muka dan tercantum secara jelas pada perjanjianmuḍārabah.10 
 
 
                                              
9Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5(Jakarta: Gema Insani, 
2011),hlm.479-480.   
10Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014),hlm. 140-141.   
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2. Tabungan haji 
Tabungan haji adalah simpanan yang menggunakan akad 
muḍārabah yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang 
telah disepakati atau anggota sudah siap melaksanakan ibadah haji. 
Tabungan menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah 
simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 
tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 
dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
11
 
Tabungan haji sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tabungan 
rencana lainnya. Tabungan haji merupakan jenis tabungan yang 
diperuntukkan bagi orang-orang yang mempersiapkan dana agar 
mencukupi untuk membiayai perjalanannya ke Tanah suci. Banyak orang 
memutuskan untuk membuka tabungan haji karena dengan ini mereka 
dapat melakukan ONH yang besar dengan menyisihkan sebagian uangnya 
untuk persiapan menjalani rukun Islam yang kelima. Dengan tabungan haji 
masyarakat dapat menyicil uang sesuai kemampuan dan terasa lebih ringan 
dibandingkan harus membayar biaya haji secara tunai yang nilainya 
mencapai puluhan juta.
12
 
3. Fatwa DSN-MUI  
Menurut fatwa ini, muḍārabah adalah akad kerja sama suatu usaha 
di antara dua pihak di mana pihak pertama (malik,shahib al-maal, LKS) 
                                              
11Rizal Yahya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 
2014),hlm.92. 
12https://www.cermati.com/artikel/tabungan-haji-apa-saja-yang-perlu-diperhatikan 
diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 20.28 WIB. 
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menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua („amil, mudharib, 
nasabah) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di 
antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
13
 
Muḍārabah adalah salah satu bentuk akad yang diperbolehkan 
dalam rangka memperoleh dan mengelola harta. Unsur kerja sama yang 
terdapat dalam akad muḍārabah sesuai kehendak Allah s.w.t yang 
terkandung dalam Q.S al- Hasyr (59):7. 
Akad muḍārabah adalah salah satu bentuk muamalah yang dapat 
merealisasikan tujuan ayat tersebut. Dengan dilaksanakannya akad  
muḍārabah, maka pihak yang memiliki modal tetapi kesulitan dalam 
memutarkan kembali hartanya untuk bekerja sama dengan pihak yang 
memiliki kemampuan, memiliki keahlian dalam bekerja mendatangkan 
keuntungan, tetapi tidak memiliki modal. Keuntungan yang diperoleh oleh 
kedua belah pihak merupakan hasil prestasi dari yang diberikan kedua 
belah pihak dalam suatu kegiatan usaha. Shahibul maal(pemilik modal) 
memberikan prestasi berupa risiko atas modal yang dia berikan, sedangkan 
mudharib(pengelola) memberikan prestasi berupa usaha, keahlian, tenaga, 
dan waktu yang ia curahkan untuk mengelola usaha tersebut. 
 
 
 
 
                                              
13 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2015), hlm.105 
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E. Tinjauan Pustaka 
Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang 
pernah ditulis sebelumnya di mana ada hubungannya dengan masalah yang 
dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah 
M.Soleh Mauludin dalam penelitiannya yang berjudul “Pembiayaan 
Muḍārabah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-
MUI/IV/2000. Dalam skripsi di atas membahas tentang aplikasi pembiayaan 
muḍārabah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mana masyarakat 
masih meragukan praktek di LKS yang dianggap masih mengandung riba. 
Realitas ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena sudah ada Fatwa Dewan 
Syari‟ah Nasional (DSN) MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
Pembiayaan Muḍārabah yang dapat menjadi acuan pembiayaan muḍārabah. 
Dengan adanya anggapan masyarakat tersebut, maka penulis mencoba untuk 
meneliti apakah anggapan masyarakat bahwa praktek di LKS tidak sesuai 
Fatwa DSN MUI dan mengandung riba adalah benar.
14
 
Uliya Ulfah Rahmawati dalam penelitiannyayang berjudul “Analisis 
Penerapan Akad Muḍārabah Pada Tabungan Haji Di Bank Syariah Mandiri 
Cabang Temanggung” bahwa skripsi tersebut membahas mengenai  apakah 
tabungan haji tersebut menggunakan akad Muḍārabah Muṭlaqah. Lalu dalam 
                                              
14 Muhammad  Soleh Mauludin,”Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif  Fatwa 
DSNMUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di Bank Cabang KSU Syariah Rossa 
Kediri)”Skripsi tidak diterbitkan,  
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skripsi tersebut juga mencantumkan bagi hasil mengenai tabungan haji yang 
sudah terperinci.
15
 
Devi Suci Nur Aisyah, dalam penelitiannya yang berjudul 
“Penerapan Akad MuḍārabahPada Produk Tabungan Haji Ditinjau Dari 
Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017  (Studi Kasus Di Bank BTN 
Syariah)”. Dalam skripsi ini membahas tentang penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana penerapan akadmuḍārabahpada produk 
Tabungan BTN Haji di BTN Syariah dan untuk mengetahui bagaimana 
kesesuaian penerapan akad muḍārabahpada Produk Tabungan BTN Haji dan 
Umrah di BTN Syariah ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 
2017 tentang AkadMuḍārabah. Hasil penelitiannya dalam fatwa DSN MUI 
NO.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad muḍārabah, bahwa produk 
tabungan haji dan umroh di BTN Syariah Surakarta sesuai denganproduk 
yang ditawarkan berdasarkan kepastian dan sesuai akad yang telah disepakati 
diawal. Kedua Tabungan haji di BTN Syariah ini tidak sesuai menurut 
fatwaDSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 karena dalam produk tabungan 
haji di Bank BTN Syariah dalam menabung tidak boleh diambil sewaktu-
waktu karena tabungan haji hanya dapat ditarik pada saat penabung akan 
menunaikan ibadah haji.
16
 
                                              
15 Uliya Ulfah Rahmawati, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Tabungan Pendidikan 
(Studi kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung)”,Skipsi tidak diterbitkan,IAIN 
Salatiga,2015. 
16 Devi Suci Nur Aisyah, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji 
Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017, (Studi Kasus Di Bank BTN 
Syariah)”Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, 2017. 
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Fadillah Ahmad, program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi 
Dan Bisnis IslamUniversitas Islam Negeri Raden IntanLampung, dalam 
penelitiannya dengan judul “Analisis Penerapan Akad Muḍārabah Mutlaqah 
Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada 
Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)”. Dalam skripsi ini membahas tentang 
bagaimana penerapan akadmuḍārabah mutlaqahpada tabungan mabrur untuk 
biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang, 
bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan 
mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang. Hasil penelitiannya 
penerapan akad muḍārabah mutlaqah pada tabungan mabrur Bank Syariah 
Mandiri KCP Belitang sudah melaksanakan sesuai dengan syariat islam, 
hanya saja kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada nasabah yang masih 
belum paham tentang adanya akad muḍārabah mutlaqah yang terdapat di 
dalam tabungan mabrur atau bahkan adanya nisbah didalam akad muḍārabah 
mutlaqah yang nasabah tidak mengetahuinya. Selain itu mengenai proses 
pembukaan sampai penutupan rekening BSM sudah sangat membantu, sangat 
memberikan kemudahan pada nasabah agar bisa mewujudkan suatu 
keinginannya mendapatkan nomor porsi haji dan berlanjut sampai ke tanah 
suci.
17
 
Dari penelitian di atas terdapat perbedaan terutama dari segi objek 
penelitian dan pembahasan yang mana penulis membahas mengenai 
                                              
17Fadillah Ahmad, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan 
Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)” 
Skripsi ridak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung., 2018. 
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pelaksanaan akad muḍārabah mutlaqahpada tabungan haji yang mana akan 
lebih memfokuskan mengenai tinjauan hukum islam mengenai produk 
tabungan haji apakah keberadaan produk ini sudah sesuai dengan hukum 
islam dilihat dari dua permasalahan yaitu kouta dan biaya pemberangkatan 
serta bertambahnya nasabah disetiap tahunnya apakah produk ini bisa 
dijadikan alternatif untuk pemberangkata haji sesuai prinsip syariah. 
Sedangkan, penelitian sebelumnya membahas permasalahan sebagai berikut: 
Skripsi yang pertama, penulis lebih memfokuskan terhadap apakah 
dalam praktek pembiayaan di LKS tersebut masih mengandung riba atau 
bunga. Skripsi yang kedua, lebih memfokuskan terhadap penerapan akad di 
perbankan syariah mengenai tabungan haji disertai dengan perhitungan bagi 
hasilnya. Dalam skripsi ketiga, lebih memfokuskan kesesuaian terhadap fatwa 
DSN-MUI. Dalam skripsi keempat membahas tentang nisbah yang sering 
tidak diketahui nasabah dan  bagaimana alur pembukaan rekening sampai alur 
penutupan rekening pada tabungan mabrur.  
 
F. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research), dimana penelitian ini mengkaji 
keadaan realita yang ada dilapangan yang dilakukan dalam kehidupan atau 
kenyataan yang sebenarnya. 
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2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Bank BRI Syariah Kantor 
Cabang Pembantu Klaten Pemuda yang terletak di Jl. Pemuda, Tegalputih, 
Bareng, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57413, karena penelitian ini 
bersifat field research maka langsung meneliti ketempat yang dijadikan 
objek penelitian. 
3. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis 
mengklasifikasi menjadi dua sumber yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer merupakan sumber penelitian langsung pada subyek 
atau proses yang terjadi di lapangan sebagai sumber informasi yang 
diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa bank dan 
para nasabah di Bank BRI Syariah KCP Klaten Pemuda. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang 
dan melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini yang dijadikan 
sumber sekunder adalah data yang tidak berasal dari sumber data primer 
yang dapatmemberikan dan melengkapi serta mendukung informasi 
terkaitdengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, 
dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. 
Dengan metode ini penulis mendapatkan modulgambaran umum tentang 
Bank BRI Syariah KCP Klaten Pemuda, modul panduan tentang 
16 
 
produk-produk dan brosur-brosurnya, dokumen dan arsip serta buku-
buku yang berhubungan dengan penelitian ini. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal 
jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
18
 
Teknik wawancara dilakukan jika penelitian memerlukan 
komunikasi atau hubungan dengan responden, yaitu kepala staff bank 
dan nasabah di Bank BRI Syariah KCP Klaten Pemuda. Wawancara 
dilakukan dengan lisan. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan 
melalui tatap muka. 
b. Observasi 
Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis artinya 
observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-
aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. 
Selain itu hasil observasi itu harus memberi kemungkinan untuk 
menafsirkan secara ilmiah.
19
 
Tujuan observasi dilakukan adalah untuk memperoleh 
informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.
20
 
 
                                              
18S.Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta:Bumi Aksara,2016),hlm.113. 
19Ibid, hlm.107. 
20Ibid.,hlm.106. 
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c. Dokumentasi 
Adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti 
artikel,   jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. 
5. Teknik Analisis Data 
Metode deduktif merupakan metode berfikir yang didasarkan pada 
prinsip pengetahuan atau keadaan yang sifatnya umum kemudian 
ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Menggunakan 
pola berpikir deduktif, yang berusaha memahami suatu fenomena 
dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk 
menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus.
21
Dalam hal ini 
yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan 
pelaksanaan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan haji di Bank 
BRI Syariah KCP  Klaten Pemuda. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika pada penyusunan penelitian kualitatif lapangan ini 
mengacu terhadap panduan penulisan proposal dan skripsi Fakultas Syariah 
yaitu terdiri dari lima bab, di mana pada masing-bab terdapat beberapa sub 
bab. 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuanpenelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. 
                                              
21Kuntjojo, Metodologi Penelitian, hlm. 11 
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BAB II TEORI AKAD MUḌᾹRABAH DAN FATWA DSN-MUI 
N0.07/DSN-MUI/IV/2000 
Pada bab ini berisi tentang pengertian akad mudharabah mutlaqah , 
dasar hukum akad muḍārabah mutlaqah, rukun dan syarat akad, muḍārabah 
mutlaqah macam-macam muḍārabah mutlaqah, prinsip-prinsip akad 
muḍārabah mutlaqah, skema akad muḍārabah mutlaqah, pengertian tabungan 
haji, dan  konsep akad muḍārabah mutlaqah dalam Fatwa Dewan Syariah. 
BAB III PELAKSANAAN AKAD MUḌᾹRABAH MUTLAQAH 
DI BANK BRI SYARIAH KCP KLATEN  
Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Bank BRISyariah Kantor 
Cabang Pembantu Klaten Pemuda, dan pelaksanaan akad muḍārabah 
mutlaqah pada tabungan haji. 
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUḌᾹRABAH 
MUTLAQAH DI BANK BRI SYARIAH KCP KLATEN MENURUT 
FATWA DSN-MUI N0.07/DSN-MUI/IV/2000 
Bab ini berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan akad muḍārabah 
mutlaqah pada tabungan haji, analisis pelaksanaan akad muḍārabah mutlaqah 
pada tabungan haji ditinjau dari Fatwa DSN-MUI di bank BRI Syariah 
Kantor Cabang Pembantu Klaten Pemuda.. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil 
penelitian dan saran-saran, daftar Pustaka, dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
TEORI AKAD MUḌᾹRABAH MUṬLAQAHDAN FATWA DSN-MUI 
 
A. Konsep Akad Muḍārabah 
1. Konsep Akad 
Menurut Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya “Pengantar Fiqh 
Muamalah” akad secara linguistic memiliki makna “ar-rabthu” yang 
berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung 
sesuatu.
1
Dalam arti luas akad dapat diartikan suatu perikatan antar ijab dan 
qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya 
akibat-akibat hukum pada objeknya.
2
Menurut Jumhur Ulama akad adalah 
pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang dapat 
menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan 
akad.
3
Didalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan 
Syariah” (Pasal 1), akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dan 
nasabah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 
berdasarkan prinsip syariah.
4
 
            Rukun dan Syarat Akad 
Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 
rukun dan syarat dari sebuah akad. Rukun merupakan unsur yang mutlak 
                                              
1Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
hlm 51. 
2Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65. 
3Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 
2006), hlm. 45. 
4Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2010), hlm. 24. 
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dan harus dipenuhi dalam suatu tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur 
yang harus ada dalam suatu tindakan atau peristiwa. Akad memiliki empat 
rukun yang harus dipenuhi yaitu: 
a. Pihak-pihak yang berakad 
Al-‘aqid adalah orang, kelompok (persekutuan) atau badan 
hukum yang melakukan perbuatan hukum dan memiliki kecakapan 
dalam hal tersebut. menurut Hamzah Ya’cub yang dikutipkan Gemala 
Dewi subjek akad memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
5
 
1) Aqil (berakal), orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan 
orang yang gila dan terganggu akalnya sehingga dapat 
mempertanggungajawabkan transaksi yang dibuatnya. 
2) Tamyiz (dapat membedakan), orang yang bertransaksi harus dalam 
keadaan dapat membedakan manaa yang baik dan yang  buruk. 
3) Mukhtar (bebas dari paksaan), pihak yang melakukan akad harus 
rela-sama rela, tanpa ada paksa dan tekanan dari pihak lain. 
Ada tiga hal yang harus dipeerlihatkan dalam kaitannya dengan 
alaqidain yaitu:
6
 
1) Kecakapan, yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan 
kewajiban atasnya dan kecakapan tasharuf 
2) Kewenangan, yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat 
bertasharruf, melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum 
                                              
5
Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam diIndonesia .., hlm. 55 
6
Ibid., hlm. 56-58. 
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yang ditimbulkan. Syarat seseorang dapat melakukan wilayah akad 
adalah orang yang cakap ber-tasharruf secara sempurna. 
3) Perwakilan, yaitu pengalihan kewenangan dalam hal harta dan 
perbuatan tertentu dari seseorang ke orang lain untuk mengambil 
tindakan tertentu dalam hidupnya. Seorang wakil memiliki hak untuk 
mendapati upah. 
b. Objek akad 
Mahalu ‘Aqaid adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan 
dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat yang 
harus dipenuhi dalam Mahalu ‘Aqd adalah sebagai berikut:7 
1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan 
2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah dan memiliki nilai dan  
manfaat bagi manusia 
3) Objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh ‘Aqd. 
4) Objek perikatan dapat diserahkan terimakan saat akad terjadi atau 
pada waktu yang telah disepakati. 
c. Tujuan perikatan 
Menurut Ulama Fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila 
sesuai dengan ketentuan syariat. Ahmad Azhar basyir sebagaimana 
yang dikutip oleh Gemala Dewi, menetukan beberapa syarat yang harus 
dipenuhi agar tujuan akad mempunyai akibat hukum:
8
 
                                              
7Ibid.,hlm 60-61 
8
Ibid., hlm. 62. 
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1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-
pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. 
2) Tujuan ahrus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan 
akad. 
3) Tujuan akad harus dibenarkan syara’. 
d. Sighat 
Adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa 
ijab dan qabul. Dalam pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat 
adanya sebuah perjanjian, yaitu:
9
 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, apa yang dikehendaki oleh 
para pihak disetujui dan disepakati bersama tanpa adanya paksaan 
dan penipuan; 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada dasarnya setiap 
orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika ia oleh undang-
undang tidak dinyatakan bahwa ia tak cakap (Pasal 1329 KUH 
Perdata); 
3) Suatu hal tertentu; 
4) Suatu sebab yang halal (legal), apa yang menjadi tujuan bersama dan 
dikerjakan oleh para pihak yang membuat perjanjian bukanlah hal 
yang dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, dan tidak melanggar kesusilaan. 
 
                                              
9Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
keuangan Syariah, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 39. 
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Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:10 
1)Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk 
perkataan secara jelas 
2) Isyarat suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal 
saja, tetapi orang yang tidak dapat berbicara (tunawicara) juga dapat 
melakukan suatu perikatan dengan isyarat 
3) Perbuatan, seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, kini 
perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan. Hal ini disebut dengan 
ta’ati atau mu’athah (saling memberi dan menerima). Ijab dan qabul 
seperti ini sering terjadi pada proses jual beli disupermarket yang 
tidak ada proses tawar menawar. 
4) Tulisan, suatu perikatan dilakukan secara tertulis oleh para pihak 
yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan atau 
untuk perikatan yang dilakukan oleh badan hukum. 
Asas-Asas Akad 
Dalam hukum Islam terdapat asas-asas akad dari suatu perjanjian.. 
ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak 
sahnya sebuah akad/perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas akad adalah 
sebagai berikut:
11
 
 
 
                                              
10
Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, hlm. 63-64. 
11 Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga 
Keuangan Syaria, hlm. 14. 
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a. Kebebasan 
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan 
merupakan prinsip dasar dari akad. Di dalam Syariah Islam 
memberikan kebebasan kepada setiap orang melakukan akad sesuai 
yang di inginkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Pihak-
pihak yang berakad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, 
baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan, menetukan pelaksanaan dan 
persyaratan-persyaratan apabila terjadi sengketa.
12
 
b. Persamaan atau kesetaraan 
Asas persamaan atau kesetaraan Al-Musawah sering dinamakan 
juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Asas ini 
memberikan landasan bahwa kedua pihak yang melakukan akad 
perjanjian mempunyai kedudukan sama pada saat menentukan hak dan 
kewajiban antara yang satu dan lainnya. Meskipun demikian, dalam 
prakteknya terdapat keadaan di mana salah satu pihak memiliki 
kedudukan lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya. Misalkan, pemberi 
fasilitas dengan penerima fasilitas. Pemberi fasilitas biasannya akan 
memiliki hak yang lebih tinggi dibandingkan penerima fasilitas, 
sebaliknya penerima fasilitas akan memiliki kewajiban yang lebih 
banyak dibandingkan pembeli fasilitas. Namun hukum Islam tetap 
                                              
12Ibid., hlm. 15.. 
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menekankan keseimbangan dalam apa yang diberikan dengan apa yang 
diterima maupun resiko yang dipikul oleh kedua belah pihak.
13
 
c. Keadilan 
Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua 
hukum. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan salah satu sifat 
Tuhan dan Al-Qur’an menekankan agar manusia menjadikannya 
sebagau ideal moral.
14
 Pelaksanaan asas keadilan dalam akad yaitu para 
pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam 
pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang 
mereka buat dan memenuhi kewajiban dari masing-masing pihak.
15
 
d. Kerelaan 
Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan 
harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-
pihak yang berakad dianggap sebagai persyaratan terwujudnya semua 
transaksi. 
e. Kejujuran dan kebenaran 
Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam 
bentuk apapun. Allah memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam 
segala urusan dan perkataan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 
Al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 70. Nilai kebenaran akan memberikan 
pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian untuk tidak 
                                              
13
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
 
14
Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, hlm. 20. 
15
Abdul Ghofar Anshori, Hukum perjanjian Islam di Indonesia, hlm. 33. 
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berdusta dan melakukan penipuan. Apabila asas ini tidak dilakukan 
dapat merusak legalitas dari perjanjian yang telah dibuat. Pihak yang 
merasa dirugikan dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.
16
 
f. Kemanfaatan 
Sebuah akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk 
mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan 
kerugian atau keadaan yang memberatkan.
17
 
g. Tertulis 
Para pihak yang melakukan sebuah perjanjian dianjurkan akad 
tersebut dibuat secara tertulis, terutama untuk transaksi dalam bentuk 
tidak tunai (kredit), hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran 
surat Al-Bawarah ayat 282-283.
18
 
 
2. PengertianMuḍārabah 
Mudharabah yang merupakan suatu bentuk kerjasama penanaman 
modal dimana apabila terjadi kerugian modal yang bukan diakibatkan oleh 
kelalaian mudharib, maka kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal 
sedangkan kerugian tenaga, ketrampilan, dan kesempatan memperoleh 
laba ditanggung mudharib. Sebagaimana disebutkan bahwa mudharabah 
dalam pengertian etimologi ialah suatu pernyataan yang mengandung 
pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain 
                                              
16Ibid, hlm. 24 
17Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Cet 2, (Jakarta: Rajawali Press, 
2013),hlm. 17. 
18Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, hlm. 27 
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agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara 
dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh 
pemilik modal.
19
 
Muḍārabah adalah akad musammah, yaitu akad yang telah disebutkan 
syara’ sendiri namanya, demikian pula aturan-aturannya secara umum. 
Mudharabah adalah akad kerja sama dalam perniagaan yang telah ada 
sebelum Nabi Muhammad s.a.w diangkat menjadi rasul Allah. Kemudian 
muamalah, diadopsi oleh Islam, karena mengandung manfaat dan tidak 
bertentangan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, muamalah mengandung 
unsur tolong-menolong dan saling melengkapi antara manusia yang satu 
dan lainnya. 
Muḍārabah disebut juga al-qiradh. Secara istilah, dua kata itu 
mengandung arti yang sama. Qiradh telah ada sejak zaman jahiliyah dan 
penghidupan sebagian masyarakatnya dihasilkan dari praktik qiradh. 
Muḍārabahatau qiradh  termasuk akad kerja sama (perkongsian).20 
Muḍārabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. 
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses 
seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Muḍārabah 
merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk 
Hijaz disebut dengan istilah qiradh. Secara teknis, mudharabah adalah 
                                              
19Abdul Rahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh „alal Madzahibil Arba‟ah, Juz 3, Beirut: Daarul 
Kutub Al ilmiah, 802 H hlm. 34 
20Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2015), hlm.65-67. 
28 
 
akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak 
sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal 
(100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). 
Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad Muḍārabah dibagi menurut 
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk 
nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka 
kerugian itu ditanggung oleh shahibul maalsepanjang kerugian itu bukan 
kelalaian mudharib. Sedangkan mudharibmenanggung kerugian atas 
upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan 
usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, 
makamudharibharus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.21 
3. Pengertian Akad Mudharabah Mutlaqah 
Muḍārabah Mutlaqah yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa 
syarat dan pembatasan dalam akad muḍārabah mutlaqah, pengusaha bebas 
mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan 
mendatangkan keuntungan di tempat mana saja yang dia inginkan. Dalam 
implementasinya, bentuk muḍārabah mutlaqah tidak diartikan dengan 
kebebasan yang tanpa batas, karena tetap harus memperhatikan syarat-
syarat lain yang diperbolehkan dalam Islam, misalnya tidak boleh 
membiayai proyek atau investasi yang dilarang dalam Islam. 
                                              
21 Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2015), hlm.234 
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Muḍārabah Muthlaqahadalah seseorang yang memberikan modal 
kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Shahibul maal memberikan dana 
untuk pembiayaan dan mudharib sebagai pengelola, keuntungan akan di 
bagi sesuai kesepakatan, dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan 
sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara 
akad muḍārabah tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat 
pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.
22
 
Transaksi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan 
wilayah bisnis. Di sini shahibul maal memberikan keleluasan kepada 
mudharib untuk melakukan usaha sesuai kehendaknya, tetapi sejalan 
dengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya. 
Mudharib harus diberikan perintah dan wewenang untuk melakukan hal-
hal yang diperlukan dalam melakukan usaha. Seluruh pengeluaran rutin 
yang berhubungan denganmuḍārabah, yang bukan pengeluaran pribadi 
mudharib akan dibebankan ke dalam akadmuḍārabah. Mudharib tidak 
diperbolehkan untuk melakukan perhitungan ulang atau menentukan angka 
mutlak terhadap keuntungan di muka, keuntungan akan dibagi antara 
shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang telah disetujui di 
muka dan tercantum secara jelas pada perjanjianmuḍārabah.23 
Kelalaian dan kecurangan yang mungkin terjadi dari bentuk akad 
Muḍārabah Mutlaqah ini mengharuskan mudharib bertanggung jawab atas 
                                              
22
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie al-
Kattini, (Jakarta: Gema Insani, 2011),479-480.    
23
Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), 140-141.   
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konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian 
atas usaha itu, maka kerugian itu tidak akan menjadi beban perjanjian 
mudharabah yang bersangkutan.
24
 
4. Dasar Hukum Muḍārabah 
Para fuqaha’ menyatakan kehalalanmuḍārabah, sebagaimana 
dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang 
dinisbatkan kepada beberapa sahabat meskipun tidak ada hadist shahih 
tentang muḍārabah yang dinisbatkan kepada Nabi. Nabi dan beberapa 
sahabat pun terlibat dalam kemitraan-kemitraanmuḍārabah.  
Al-Sarakhsi dari kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa 
muḍārabah diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini. Sementara 
Ibnu Rusyd dari kalangan madzhab Maliki menganggap 
kebolehanmuḍārabahsebagai salah satu kelonggaran yang khusus. 
Muḍārabahadalah suatu kebiasaan yang diakui dan diterapkan masyarakat 
Islam dan terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai penopang 
perdagangan dalam kota maupun jarak jauh. 
25
 
Muḍārabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini 
berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an , hadist, 
ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang 
memperbolehkan praktik akad muḍārabahadalah sebagai berikut: 
a. QS. Al-Muzzamil(73) ayat 20 : 
                                              
24
Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2015), hlm. 77-78. 
25Ari Kristin Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm.79 
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 ٍَ يِرَّنا ٍَ ِي ٌحَفِئاَطَو ُّ َثُهُثَو ُّ َفِصََِو ِمِيَّهنا ِيَثُهُث ٍِ ِي ٰىَِدَأ ُوىُقَذ َكَََّأ ُىَهِعَي َكَّتَز َّ ِإ
 َكَعَي  ۚ  َزاَهَُّناَو َمِيَّهنا ُزِّدَقُي ُّ َّهناَو  ۚ  ِىُكِيَهَع َباَرَف ُِىُصِحُذ ٍِ َن ٌْ َأ َىِهَع  ۚ 
ْنا ٍَ ِي َسَّسَيَذ اَي اوُءَسْقاَف ٌِ آِسُق  ۚ  ٰىَضِسَي ِىُكُِِي ٌُ ىُكَيَس ٌْ َأ َىِهَع  ۚ  ٌَ وُسَخآَو
 ِّ َّهنا ِمِضَف ٍِ ِي ٌَ ىُغَرِثَي ِضِزَأْنا يِف ٌَ ىُتِسِضَي  ۚ  ِميِثَس يِف ٌَ ىُهِذاَقُي ٌَ وُسَخآَو
 ِّ َّهنا  ۚ  ُّ ُِِي َسَّسَيَذ اَي اوُءَسْقاَف  ۚ ُضِسْقَأَو َجاَكَّزنا اىُذآَو َجاَهَّصنا اىًُ يِقَأَو َّ َّهنا اى
 اَُّسَح اّضِسَق  ۚ  اّسِيَخ َىُْ  ِّ َّهنا َدُِِع ُِوُدِجَذ ٍسِيَخ ٍِ ِي ِىُكِسُفََِأِن اىُيِّدَقُذ اَيَو
 اّسِجَأ َىَظِعَأَو  ۚ  َّ َّهنا اوُسِفِغَرِساَو  ۚ ْىيِحَز ْزىُفَغ َّ َّهنا َّ ِإ  
“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam 
atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang 
yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. 
Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan 
batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan 
kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al 
Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang 
yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 
sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di 
jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran 
dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah 
pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja 
yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 
(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang 
paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. 
Al-Muzzamil: 20).
26
 
 
 
b. QS. Al- Baqarah (2) ayat 198 : 
 ِىُكِّتَز ٍِ ِي اًهِضَف اىُغَرِثَذ ٌْ َأ ْحاَُُج ِىُكِيَهَع َسِيَن  ۚ  ٍخاَفَسَع ٍِ ِي ِىُرِضَفَأ اَذِإَف
 ِواَسَحْنا ِسَعِشًَ ْنا َدُِِع َّ َّهنا اوُسُكْذاَف  ۚ  ٍِ ِي ِىُرُُِك ٌْ ِإَو ِىُكاَدَْ  اًَ َك ُِوُسُكْذاَو
َينِّناَّضنا ٍَ ًِ َن ِّ ِهِثَق 
                                              
26 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 574. 
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“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 
'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan 
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-
Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar 
termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-Baqarah: 198).27 
 
Hadist riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas merujuk pada keabsahan 
melakukan transaksimuḍārabah. Kedudukan hadist ini lemah, namun 
demikian dalam bab muḍārabah selalu dijadikan acuan para fuqaha (ahli 
fiqh). Hadist ini menunjukkan praktik pembiayaanmuḍārabah, khususnya 
muḍārabah muqayyadah, karenashahibul maalsebagai penyedia dana 
memberikan beberapa persyaratan bagi mudharibdalam mengelola dana 
yang diberikan. Isi hadist ini jelas sekali memberikan legalitas praktik 
pembiayaan muḍārabah.                         
 ىَنِإ ُعِيَثْنا ، ُحَكَسَثْنا َّ ِهيِف ٌزَلاَث : َىَّهَسو ِّ ِيهَع للها ىَّهَص ِللها ُلىُسَز َلاَق : َلاَق ، ٍةِيَهُص ٍِ َع
مَجَأ،ٍ ، ُحَضَزاَقًُ ْناَو ِعِيَثْهِن َلا ِدِيَثْهِن ، ِيرِعَّشناِت ِّسُثْنا ُطَلاِخَأَو 
. 
“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak 
secara tunai, muqaradhah ( mudharabah), dan campur gandum dengan 
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.28 
 
Hadist riwayat Ibnu Majjah merupakan dalil lain diperbolehkannya 
praktik muḍārabah. Kedudukan hadist ini lemah, namun demikian banyak 
ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad muḍārabahataupun 
jual beli tempo.Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh 
                                              
27 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hlm. 31. 
28
Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2015), hlm.107 
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dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli 
yang dilakukan secara tempo ataupun akad muḍārabah sebagaimana 
disabdakan Rasulullah dalam hadist tersebut.Dengan menunjuk adanya 
keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya 
praktikmuḍārabah. 
Dengan adanya muḍārabah ini, maka usaha yang dijalankan 
menjadi lebih baik, begitu juga dengan pihak bank, modalnya akan 
bertambah karena akan mendapatkan finansial return. 
a. Kesepakatan ulama akan bolehnya Muḍārabah dikutip dari Dr. 
Wahbah Zuhaily dari Kitab al-fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh. 
Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan muḍārabah dengan 
menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seorang pun 
dari mereka yang menyanggah ataupun menolak. Jika praktik sahabat 
dalam suatu amalan tertentu yang disaksikan oleh sahabat yang lain 
lalu tidak seorang pun menyannggahnya, maka hal itu merupaka ijma’. 
Ketentuan ijma’ ini secara shahih mengakui keabsahan praktik 
pembiayaan muḍārabah dalam sebuah perniagaan. 
b. Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan Muḍārabah dengan 
mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi Musaqat, yaitu bagi hasil 
yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, 
pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan 
menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian 
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ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai 
dengan kesepakatan di depan dari out put perkebunan (pertanian). 
Dalammuḍārabah, pemilik dana (shahibul maal) di analogkan dengan 
pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogkan dengan 
pengusaha (enterpreneur). Mengingat dasar hukum musaqat lebih valid 
dan tegas yang diambil dari sunnah Rasulullah saw, maka metodologi 
qiyas dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannyamuḍārabah.29 
5. Rukun Dan Syarat Mudharabah 
Akad muḍārabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan 
oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud 
adalah
30
: 
a. Pemodal dan Pengelola 
1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah 
secara hukum. 
2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari 
masing-masing pihak. 
3) Shighat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisist yang 
menunjukkan tujuan akad. 
                                              
29Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm.225-227 
30Fathurahman Djamil,Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta:Sinar Grafika,2012),hlm.175. 
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4) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, 
dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis 
maupun ditandatangani. 
b. Modal 
Modal adalah sejumlah uang yang diberikan kepada mudharib 
yang di nyatakan dalam satuan mata uang tertentu. Hal ini untuk 
menghindari segala bentuk perselisihan dikemudian hari. Modal 
muḍārabah tidak boleh berupa satuan hutang yang dipinjam mudharib 
pada saat dilangsungkannya kontrakmuḍārabah. Keempat madzhab 
fiqih sunni tidak mengizinkan suatu kontrak dimana penyedia modal 
meminta kepada pengguna modal untuk menjalankan 
muḍārabahdalam pengertian bahwa modal kemitraannya adalah 
hutang calon mudharib (pengguna modal) kepada penyedia modal. 31 
Dilarangnya kontrak semacam ini karena investor dapat 
dengan mudah menggunakan muḍārabah sebagai alat untuk 
memperoleh kembali piutangnya sekaligus mengambil keuntungan 
darinya. Keuntungan semacam ini sama dengan riba yang diharamkan 
dalam Islam. Hal itu juga untuk menghindari eksploitasi oleh pemberi 
pinjaman dan mungkin memberikan syarat-syarat yang tak layak 
dalam kontrakmuḍārabah.Untuk itu, modal disyaratkan harus: 
1) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). 
Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus 
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Ari Kristin Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm. 80 
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dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau 
sejenisnya). 
2) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama 
membolehkan modal muḍārabah berbentuk aset perdagangan, 
misalnya inventory). 
3) Harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya 
melakukan usaha. 
c. Keuntungan 
Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. 
Keuntungan adalah tujuan akhir muḍārabah. Keuntungan dipersyaratkan 
sebagai berikut: 
1) Harus dibagi untuk kedua belah pihak. 
2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari 
keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya. 
3) Rasio persentase (nisbah) harus dicapai melalui negoisasi dan 
dituangkan dalam kontrak. 
4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah 
mudharibmengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada 
shahibul mal. 
5) Jika jangka waktu akad muḍārabah relatif lama, nisbah keuntungan 
dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu. 
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6) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor 
(gross profit), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah 
pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan. 
Muḍārabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dengan 
pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah 
usaha perniagaan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada 
mudharib,mudharabahdapat dikategorikan menjadi muḍārabah mutlaqah 
dan muḍārabah muqayyadah. Muḍārabah mutlaqah adalah akad kerjasama 
di mana mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal 
usaha. Mudharib juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun 
jenis usaha. Sedangkan muḍārabah muqayyadah adalah akad kerjasama di 
mana shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi 
mudharib, baik mengenai tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha.
32
 
Syarat Muḍārabah 
Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang 
melekat dalam akadmuḍārabah: 
a. Untuk shahibul maal dan mudharib, syarat keduanya adalah harus 
mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. 
b. Sighat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk 
menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka 
dalam melakukan sebuah kontrak. 
                                              
32 Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2015), hlm.228 
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c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul maal 
kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad muḍārabah. Modal 
disyaratakan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan 
modal harus disetor tunai kepada mudharib. Sebagian ulama 
membolehkan modal berupa barang inventori ataupun aset 
perdagangan, bahkan madzhab Hanbali membolehkan penyediaan aset 
non-moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal. Modal 
tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau mudharib), 
modal harus tersedia untuk digunakan dalam bentuk tunai atau aset. 
Selain itu, modal harus diserahkan atau dibayarkan kepada mudharib 
dan memungkinkan baginya menggunakannya. 
d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, 
keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrakmuḍārabah. Syarat 
keuntungan yang harus terpeuhi adalah: kadar keuntungan harus 
diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus 
dibagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (nisbah) 
keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. 
Shahibul maal berkewajiban untuk menanngung semua kerugian 
dalam akad muḍārabah sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian 
mudharib. 
e. Pekerjaan atau usaha perniagaan adalah kontribusi mudharib dalam 
kontrakmuḍārabah yang disediakan sebagai pengganti untuk modal 
yang disediakan oleh shahibul maal, pekerjaan dalam konteks ini 
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berhubungan dengan manajemen kontrak muḍārabah. Syarat yang 
harus dipenuhi adalah: usaha perniagaan adalah hak eksklusif 
mudharib tanpa adanya intervensi dari pihak shahibul maal, walaupu 
Hanbali membolehkan shahibul maal memberikan kontribusi dalam 
pekerjaan tersebut. 
Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha 
mudharib sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari 
mencapai tujuan kontrakmuḍārabah, yakni keuntungan. Mudharib 
tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya yang 
berhubungan dengan kontrakmuḍārabah, serta ia harus mematuhi 
syarat-syarat yang ditentukanshahibul maal, sepanjang syarat itu tidak 
kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak muḍārabah.33 
6. Macam-macam Mudharabah 
Pada prinsipnya, muḍārabahsifatnya mutlak yaitu shahibul maal 
tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib. 
Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, terdapat dua 
kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana dalam 
mengaplikasikan akadmuḍārabah, yaitu Muḍārabah mutlaqah dan 
Muḍārabah muqayyadah. Berikut adalah penjelasan macam-macam 
mudharabah:34 
a. Muḍārabah Mutlaqah  
                                              
33Ibid 
34 Adiwarman A. Karim, Konsep Akad Mudharabah, hlm. 352.   
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Muḍārabah mutlaqah(investasi tidak terikat) yaitu pihak 
pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa 
larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek 
itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan 
pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada Bank Syari‟ah diaplikasikan 
pada produk tabungan dan deposito.
35
Dari penerapan muḍārabah 
muthlaqahini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga 
terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan 
muḍārabahdan depositomuḍārabah. Adapun ketentuan umum dalam 
produk ini adalah sebagai berikut:
36
 
1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 
nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau 
pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan 
dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, 
maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 
2) Untuk tabunganmuḍārabah, bank dapat memberikan buku 
tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan 
atau alat penarikan lainya kepada penabung. Untuk 
depositomuḍārabah, bank wajib memberikan sertifikat atau 
tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan. 
                                              
35 Wiroso, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari‟ah, (Jakarta: PT 
Grasindo 2005), hlm. 35.   
36 Adiwarman A. Karim, Konsep Akad Mudharabah , hlm. 98-99.   
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3) Tabungan muḍārabah dapat diambil setiap saat oleh penabung 
sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak 
diperkenakan mengalami saldo negatif. 
4) Deposito muḍārabahhanya dapat dicairkan sesuai dengan 
jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang 
diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama 
seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan 
perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. 
5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan 
tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan prinsip syari‟ah. 
b. Muḍārabah Muqayyada 
Muḍārabah Muqayyadah adalah akad muḍārabah yang 
pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Atau pemilik 
modal memberikan seribu dinar, misalnya pada orang lain untuk 
mudharabah dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, 
atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan 
membeli kecuali dari orang tertentu.
37
 Dalam aktivitas pendanaan 
akad mudharabah digunakan dalam produk tabungan dan investasi. 
Tabungan Haji menggunakan akad muḍārabah muthlaqah. Dapat 
pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan.
38
 
                                              
37 Ibid.,hlm.480   
38 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2012),hlm.65-67.   
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Hasil muḍārabahusaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah 
yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan 
muḍārabah pembiayaan, maka bank bertanggung jawab atas 
kerugian yang terjadi.
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Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah 
dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak 
nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak 
yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang 
dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi 
sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad 
perjanjian.Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah 
ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase 
yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi 
hasil atas usaha yang dikerjasamakan.
40Nisbah bagi hasil antara 
pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. 
Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam 
Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil 
bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi 
lain yang disepakati.  
Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah 
dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. 
                                              
39Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: 
Ekonisia,2004),hlm.59 
40Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.95-96.   
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Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda 
untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di 
bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau 
pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 
persen.
41
JenisMuḍārabahMuqayyadahini dibedakan menjadi dua 
yaitu: 
1) Muḍārabah Muqayyadahon Balance Sheet 
Jenismuḍārabah ini merupakan simpanan khusus dimana 
pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus 
dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu, 
atau disyaratkan untuk nasabah tertentu. Adapun kerakteristik jenis 
simpanan ini adalah sebagai berikut: 
a) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang 
harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang 
mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. 
b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana 
mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan 
dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat 
ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai 
kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam 
akad. 
                                              
41 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2012),hlm. 62.   
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c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti 
simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari 
rekening lainya. 
d) Untuk depositomuḍārabah bank wajib memberikan 
sertifikat atau tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada 
deposan.
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2) Muḍārabah Muqayyadah off Balance Sheet 
Muḍārabah Muqayyadah off Balance Sheet merupakan jenis 
muḍārabahyang penyaluran dana muḍārabah langsung kepada 
pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai perantara (arranger) 
yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana 
usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang 
harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan 
dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Adapun kerakteristik jenis 
simpanan ini adalah sebagai berikut: 
1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti 
simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari 
rekening lainya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri 
dalam rekening administratif. 
2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung 
kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. 
                                              
42 Adiwarman A. Karim, Konsep Akad Mudharabah , hlm.99. 
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3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. 
Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku 
nisbah bagi hasil.
43
 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa Muḍārabahterdiri 
dari dua jenis yaitu yang bersifat tidak terbatas (mutlaqah)dan yang 
bersifat terbatas (muqayyad). Pada jenis muḍārabah yang pertama, 
pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada 
mudharibuntuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Pada 
jenis muḍārabah yang kedua, pemilik dana memberi batasan 
kepada mudharib. Diantara batasan itu misalnya jenis investasi, 
tempat investasi dan sebagainya. 
7. Hukum Muḍārabah 
Muḍārabah akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat 
yang tidak terpenuhi, di antara bentuk Muḍārabah fasid adalah misalnya, 
seseorang yang memiliki alat perburuan (sebagai shahibul maal) 
menawarkan kepada orang lain (sebagai mudharib) untuk berburu 
bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. 
Akad muḍārabah ini fasid, mudharib tidak berhak mendapat keuntungan 
dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik shahibul maal, 
mudharibhanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. 
                                              
43 Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari‟ah,( Yogyakarta : Ekonisia 
2004), hlm. 60. 
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Dengan alasan, keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset 
yang dimiliki olehshahibul maal, begitu juga ia harus menanggung beban 
kerugian yang ada. dalam akad ini, mudharib diposisikan sebagai ajir 
(orang yang disewa tenaganya), dan ia berhak mendapatkan upah, baik 
ketika mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian. 
Jika semua syarat terpenuhi, maka akad Muḍārabah dikatakan 
shahih. Dalam konteks ini, mudharib diposisikan sebagai orang yang 
menerima titipan aset shahibul maal. Ketika mudharib melakukan 
pembelian,ia layaknya sebagai wakil dari shahibul maal, ia melakukan 
transaksi atas aset orang lain dengan mendapatkan izin darinya. Ketika 
mudharibmendapatakan keuntungan atas transaksi yang dilakukan, ia 
berhak mendapat bagian dari keuntungan yang dihasilkan, dan bagian 
lainnya milik shahibul maal. Jika mudharib melanggar syarat yang 
ditetapkan shahibul maal, maka ia diposisikan sebagai orang yang meng-
ghosob (menggunakan harta orang tanpa izin) dan memiliki tanggung 
jawab penuh atas harta tersebut.  
Jika terjadi kerugian atas aset, maka ia tidak diharuskan untuk 
menanggung kerugian, karena ia diposisikan sebagai pengganti shahibul 
maaldalam menjalankan bisnis, sepanjang tidak disebabkan karena 
kelalaian. Jika terjadi kerugian, maka akan dibebankan kepada shahibul 
maal, atau dikurangkan dari keuntungan, jika terdapat keuntungan bisnis. 
Jaminan dalam kontrak muḍārabah merujuk kepada tanggung 
jawab mudharibuntuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam 
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semua keadaan. Hal ini tidak dibolehkan, karena adanya fakta bahwa 
pegangan mudharib akan dana itu sifatnya amanah, dan orang yang 
diamanahkan tidak berkewajiban menjamin dana itu kecuali melanggar 
batas atau menyalahi ketentuan. 
Jika shahibul maal mensyaratkan kepada mudharib untuk 
menjamin penggantian modal ketika terjadi kerugian, maka syarat itu 
merupakan syarat batil dan akad tetap sah adanya, ini menurut pendapat 
Hanafiyah dan Hanabalah. Menurut Syafiiyah dan Malikiyyah, akad 
muḍārabahmenjadi fasid (rusak), karena syarat tersebut bersifat 
kontradiktif dengan karakter dasar akadmuḍārabah.44 
Batasan Kewenangan Mudharib 
Jika akad muḍārabah berupa akad Muḍārabah mutlaqah, maka 
mudharib memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja, 
dimana, kapan, dan dengan siapa saja. Karena maksud dari muḍārabah 
adalah mendapatkan keuntungan, dan tidak akan didapatkan tanpa dengan 
melakukan transaksi bisnis. 
Mudharibdiperbolehkan menitipkan aset muḍārabahkepada pihak 
lain (bank, misalnya), karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa 
dihindari. Ia juga memiliki hak untuk merekrut karyawan guna 
menjalankan bisnis, seperti halnya sewa gedung, alat transportasi dan 
lainnya yang mendukung operasional bisnis untuk mendapatkan 
                                              
44 Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2015), hlm.230 
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keuntungan. Namun demikian, ada beberapa hal yang tidak boleh 
melakukan withdraw (berhutang) atas aset muḍārabahtanpa izin dari 
shahibul maal, karena hal itu akan menambah tanggungan shahibul 
maal.Jika shahibul maalmembolehkan, maka penarikan itu menjadi hutang 
pribadimudharibyang harus dibayar. 
Mudharib juga tidak boleh membeli aset dengan cara berhutang, 
walaupun mendapatkan izin dari shahibul maal. Jika mudharib tetap 
melakukannya, maka ia harus menanggung beban hutang itu. Namun, jika 
terdapat keuntungan akan menjadi milik penuh mudharib.Shahibul maal 
tidak berhak apapun, karena ia tidak ikut menanggung resiko. 
Mudharibtidak diperbolehkan menginvestasikan aset muḍārabah kepada 
orang lain dengan akad muḍārabah, melakukan akad syirkah, dicampur 
dengan harta pribadi atau harta orang lain, kecuali mendapatkan kebebasan 
penuh dari shahibul maal. Dengan adanya transksi ini, maka akan terdapat 
hak orang lain atas aset shahibul maal, sehingga tidak diperbolehkan 
kecuali mendapatkan kesepakatan dari shahibul maal.45 
Hak Mudharib 
Mudharibmemiliki beberapa hak dalam akadmuḍārabah, yakni 
nafkah (living cost, biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam 
akad. Ulama berbeda pedapat tentang hak mudharib atas aset 
muḍārabahuntuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika dirumah atau 
dalam perjalanan. 
                                              
45Ibid., hlm.231-232 
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Menurut Imam Syafii, mudharibtidak berhak mendapatkan nafkah 
atas kebutuhan pribadinya dari asetmuḍārabah, baik dirumah atau dalam 
perjalanan. Karena mudharibkelak akan mendapat bagian keuntungan, dan 
ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akadmuḍārabah.Nafkah ini 
bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan mudharibakan 
mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak, maka akad 
muḍārabahfasid hukumnya. 
Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, mudharibhanya berhak 
mendapatkan nafkah dari aset muḍārabah ketika ia melakukan perjalanan, 
baik biaya transportasi, makan ataupun pakaian. Madzhab Haabalah 
memberikan keleluasaan, mudharib berhak mendapatkan nafkah pribadi, 
baik di rumah atau dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dalam 
akad. 
Menurut Hanafiyah,mudharibberhak mendapatkan nafkah dari aset 
mudharabah untuk memenuhi kegiatan bisnis yang meliputi: makan 
minum, lauk pauk, pakaian, gaji karyawan, sewa rumah, listrik, telepon, 
transportasi, upah cuci pakaian, begitu juga dengan biaya dokter. 
Semuanya ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan. kadar 
nafkah ini harus disesuaikan dengan yang berlaku di khalayak umum. 
Biaya yang dikeluarkan oleh mudharib(dalam menjalankan bisnis) 
akan dikurangkan dari keuntungan, namun jika tidak ada keuntungan, akan 
dikurangkan dari asetshahibul maal, dan dihitung sebagai kerugian. Jika 
mudharibmelakukan perjalanan bisnis dan menetap selama 15 hari, maka 
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biaya perjalanan bisnis diambil dari aset muḍārabah. Ketika ia kembali, 
jika terdapat sisa biaya perjalanan, harus dikembalikan dan dihitung 
kembali sebagai aset muḍārabah. Jikamudharib menggunakan biaya 
pribadi, maka akan menjadi hutang dan akan dikurangkan dari 
asetmuḍārabah. 
Selain itu,mudharib juga berhak mendapatkan keuntungan, namun 
jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntngan, mudharib tidak 
berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan, setelah 
mudharibmenyerahkan aset yang diserahkanshahibul maal (ra’sul maal) 
secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan, akan dibagi 
sesuai kesepakatan. 
Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah, mudharib berhak 
mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari 
keuntungan. Akan tetapi, mayoritas ulama sepakat, mudharib harus 
mengembalikan pokok harta shahibul maal, dan ia tidak berhak 
mendapatkan bagian sebelumnya menyerahkan modalshahibul maal. Jika 
masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (profit 
sharing).
46
 
 
 
 
                                              
46Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm 233-234. 
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8. Manfaat dan Resiko Muḍārabah 
a. Manfaat Muḍārabah 
1) Bank menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 
usaha nasabah meningkat 
2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau 
hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami 
negative spread. 
3) Pengembaliaan pokok pembiyaan disesuaikan dengan cash flow 
atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 
4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang bener-
benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang 
konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 
5) Prinsip bagi hasil dalamMuḍārabah / musyarakahini berbeda 
dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerima 
pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga atau tetap berapa pun 
keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan 
terjadi krisis ekonomi.
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b. Resiko Muḍārabah 
Bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip 
muḍārabah dan musyarakah, bertransaksi jual beli dengan prinsip 
murabahah, salam, dan istisna’, serta menyewakan aktiva dengan 
                                              
47Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah,...hlm. 97-98 
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prinsip ijarah di samping produk lainnya, seperti rahndan qardhul-
hasan. Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu 
peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu 
kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak di-inginkan, yang dapat 
menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola 
semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian 
potensial baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun tidak 
dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif pada pen-
dapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat 
dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.  
Karim (2001) menegaskan bahwa munculnya asimetri informasi 
pada kontrak muḍārabahkarena mudharib sebagai agen memiliki lebih 
banyak informasi pada dua aspek yaitu; (1)mudharib men-desain 
kontrak dengan shahib al-maal,sehingga mudhariblebih memiliki 
kemampuan untuk meng-observasi permintaan maupun produktivitas 
usaha (2) hanya mudharibyang mampu mengobservasi tingkat usaha 
dan upaya yang telah dilakukan tanpa campur tangan shahibul al maal. 
Secara spesifik risiko-risiko yang akan me-nyebabkan 
bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko 
kredit, risiko tingkat bunga dan risiko modal (Muhammad, 2002). 
Secara umum jenis-jenis risiko yang dihadapi perbankan syariah adalah 
sebagai berikut (Harisman, 2002): (1) risiko likuiditas (liquidity risk), 
(2) risiko pasar (market risk), (3) risiko operasional (operating risk), (4) 
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risiko penyelewengan (fraud risk), dan (5) risiko pembiayaan (financing 
risk). Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menghadapi 
risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya ke masya-rakat. Risiko 
pembiayaan atau sering disebut pula default risk merupakan suatu risiko 
akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengem-
balikan jumlah pinjaman/pembiayaan yang diterima sesuai jangka 
waktu yang ditentukan atau dijadwal-kan. 
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Menurut Antonio (2003) risiko pembiayaan muḍārabah antara 
lain adalah: (1) asymmetric information problem yaitu kecenderungan 
salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap 
tidak jujur. Oleh karena itu penetapan pembiayaan bagi hasil haruslah 
dilakukan dengan memperhatikan incentive compatible constraints 
(batasan-batasan untuk memberikan insentif bagi nasabah untuk berlaku 
jujur), (2) side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan 
seperti yang disebut dalam kontrak dan (3) lalai dan kesalahan yang 
disengaja. 
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Sedangkan risiko dalam trasaksimuḍārabah. Terutama dalam 
penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:
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1) Side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti 
yang disebutkan dalam kontrak. 
                                              
48 Friyanto, “Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya,”Jurnal Manajemen 
dan Kewirausahaan,(Malang) Vol.15 Nomor 2,2013,hlm 113-114 
49Ibid.,hlm 116 
50 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah,...hlm. 97-98   
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2) Lalai dan kesalahan yang disengaja. 
3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur. 
9. Prinsip-Prinsip Muḍārabah 
a. Prinsip Berbagi Keuntungan di Antara Pihak-Pihak yang Melakukan 
Akad Muḍārabah 
Dalam akad muḍārabah, laba bersih harus dibagi antara shahibul 
maaldanmudharibberdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana 
telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam 
perjanjianmuḍārabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum 
kerugian yang ada ditutupi dengan ekuitas shahibul maalsepenuhnya 
dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis 
harus ditutup dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan 
ekuitasshahibul maal.Adapun kerugian bersih harus ditanggung 
shahibul maal, sementara bentuk kerugian mudharibadalah hilangnyan 
waktu, tenaga dan usahanya. Jika disepakati, bahwa keseluruhan laba 
akan dinikmati mudharibatau modal yang diberikan harus dikembalikan 
secara utuh. Dalam hal ini, shahibul maal dipandang sebagai pemberi 
pinjaman sehinngga mudharib dituntut untuk menanggung semua risiko 
dan mengembalikan modal. Kesepakatan seperti ini dikenal denganal-
Qordh atau dalam aplikasi perbankan disebut dengan akad Qordhul 
Hasan atau Perjanjian Pinjaman Kebajikan. Dengan demikian, harus 
dibedakan antara jenis muamalah yang bertujuan mencari keuntungan 
dan yang bersifat sosial atau ta’awun semata. 
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Muḍārabahmerupakan akad/perjanjian kerja sama yang didasari 
oleh tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, kentungan menjadi 
hak pihak-pihak yang melakukan akadmuḍārabahsesuai dengan 
proporsi yang sudah disepakati. Apabila pihak mudharibmensyaratkan 
seluruh keuntungan untuknya, maka terjadi kesamaran dalam 
akadmuḍārabahtersebut. Jika terjadi kerugian, pemilik modal akan 
menanggung risikonya. Jika mudharibmenghendaki keuntungan 
seluruhnya, maka akad yang tepat adalah al-Qordhu (pinjaman), dalam 
produk perbankan syariah disebut qordhul hasan atau pinjaman 
kebajikan, pinjaman tanpa bunga. Pinjaman tanpa bunga adalah 
pinjaman yang tidak menghendaki adanya imbalan bagi pemilik harta. 
Dasar akad ini ta’awun (tolong-menolong). Jika terjadi kerugian, pihak 
peminjam tetap harus mengembalikan harta tersebut kepada pemberi 
pinjaman. 
Muḍārabah juga berbeda denganijarah(upah) sehingga apabila 
dalam akadmuḍārabah, pihak pemilik modal menetapkan bagian 
keuntungan tertentu sebagai upah untuk mudharib, maka dalam akad 
muḍārabahseperti ini terdapat kesamaran. Hal ini disebabkan 
mudharibtidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam 
keadaan usahanya rugi, mudharib tetap mendapat bagian. Oleh karena 
itu, berbagi keuntungan bersama-sama diantara pihak-pihak yang 
berakad mudharabah merupakan prinsipmuḍārabah.  
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Menurut Umer Chapra, prinsip umum disini adalah bahwa 
shahibul maalhanya menanggung risiko modal (risiko finansial), 
sedangkan mudharib hanya menanggung risiko waktu dan usahanya 
(risiko nonfinansial). Inilah alasan mengapa mudharabah terkadang 
disebut sebagai kemitraan dalam laba. 
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b. Prinsip Berbagi Kerugian di Antara Pihak-Pihak yang Berakad 
Dalammuḍārabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak 
pada pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad. Kerugian 
finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali 
terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan 
mudharib/pengelola. Sementara itu, pihak mudharib/pengelola 
menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jeri payah yang 
dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya. 
Disinilah bedanya muḍārabah dengan pinjaman kredit di bank 
konvensional yang menjamin keselamatan uang/harta yang dikelolanya. 
Dalam muḍārabah,mudharibberfungsi sebagai pemegang amanah, 
bukan penjamin. Dia bertanggung jawab terhadap harta/modal hanya 
jika lalai atau curang/salah. Seandainya dimasukkan dalam persyaratan, 
bahwa mudharib menjamin keselamatan uang/hartamuḍārabah, maka 
akan mengakibatkan batalnya akad muḍārabahdan hilang legalitasnya. 
 
                                              
51 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2015), hlm.78-80. 
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c. Prinsip Kejelasan 
Dalammuḍārabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan 
shahibul maal, perseatase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-
syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu 
perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan 
merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk 
perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad muḍārabah.  
d. Prinsip Kepercayaan dan Amanah 
Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal 
merupakan unsur penentu terjadinya akadmuḍārabah. Jika tidak ada 
kepercayaan dari shahibul maalmaka transaksi muḍārabahtidak akan 
terjadi. Untuk itu, shahibul maal dapat mengakhiri perjanjian 
muḍārabahsecara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi 
kepada mudharib. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap 
amanah dari pihak pengelola.  
e.  Prinsip Kehati-Hatian 
Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar 
dalam akad mudharabah. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak 
pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. 
Jika sikap hati-hati tidak dimiliki oleh pengelola, maka usahanya akan 
mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, 
kerugian waktu, tenaga, dan jeri payah yang telah didedikasikannya.  
Dia juga akan kehilngan kepercayaan.  
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Demikianlah lima prinsip muḍārabah yang dapat disimpulkan 
dari berbagai uraian mengenaimuḍārabah. Dalam penerapannya, prinsip 
khusus ini harus selaras dengan prinsip-prinsip umum muamalah 
ataupun hal-hal berupa syarat dan rukun akad, serta syarat dan rukun 
muḍārabahitu sendiri. 52 
9. Skema Muḍārabah53 
 
B. Akad Muḍārabah Pada Tabungan Haji Menurut Fatwa DSN-MUI 
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Dalam sebuah 
bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari 
masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkannya kepada 
masyarakat yang membutuhkan dana. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
                                              
52 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2015), hlm.81. 
53https://www.google.co.id/search?q=skema+akad+mudharabah+dan+penjelasannya,  
diakses pada tanggal  1 oktober  2019 pukul 21.23 WIB 
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juga secara tegas mengakui eksistensi dari perbankkan syariah, yaitu bank 
umum maupun bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 
1998, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum 
islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 
pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 
dengan syariah. 
Prinsip syariah juga dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 12 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam pasal itu itu disebutkan bahwa prinsip 
syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbakan berdasarkan 
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
menetapkan fatwa di bidang syariah. Lembaga dimaksud adalah Dewan 
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).  
Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut 
UUPS adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah 
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan selanjutnya telah 
dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Lebih lanjut Sutan Remy 
Sjahdeini menyebut prinsip ini sebagai prinsip syariah perbankan dan telah 
menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UUPS sebagai sesuatu 
yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah maupun UUS. Pelanggaran 
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terhadap prinsip syariah Perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang 
dibuat antara Bank Syarian dan nasabah menjadi batal demi hukum.
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Dalam sistem perbankan syariah kegiatan penghimpunan dana dari 
masyarakat dilakukan dengan melalui produk-produk berupa (demand 
deposit), tabungan (saving deposit), deposito (time deposit). Perbedaannya 
dengan bank konvensional adalah bahwa dalam perbankan syariah tidak 
dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah 
deposan,melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung 
pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.55 
Tabungan Muḍārabah 
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 
dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang berdasarkan akad 
mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah brertindak sebagai pengelola dana, 
sedangkan nasabah bertindask sebagai pemilik dana. Bank syariah dalam 
kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai 
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta 
mengembangkannya, termasuk melakukan akad muḍārabah dengan pihak 
lain.
56
 
                                              
54 Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan 
Dinamika Perkembangannya di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 77-78 
55 Ibid., hlm 79 
56Melinda Tri Cahyani, “Implementasi Fatwa DSN-MUI/IV/2000 Tentang  Tabungan 
Dengan Akad Mudharabah di BPRS Al-Mabrur”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Ponorogo,2018. 
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Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas 
dasar akad muḍārabah berlaku persyaratan yaitu:  
1. Bank bertindak sebagi pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak 
sebagai pemilik dana (shahibul maal).  
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang 
ditetapkan oleh pemilik dana (Muḍārabah muqayyadah) atau dilakukan 
dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (Muḍārabah mutlaqah).  
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, 
serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan 
penggunaan data pribadi nasabah.  
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan 
penggunaan produk tabungan atas dasar akad Muḍārabahdalam bentuk 
perjanjian tertulis.  
5. Dalam akad Muḍārabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas 
syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.  
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.  
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang 
disepakati.  
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa 
biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening 
antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, 
pembukaan dan penutupan rekening.  
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9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa 
persetujuan nasabah yang bersangkutan.
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Dalam fatwa DSN-MUI mudharabah juga disebut dengan 
muqaradah. Modal yang diterima oleh bank akan diinvestasikan oleh bank 
dengan proporsi keuntungan yang telah disepakati dalam modal mudharabah. 
Pembagian keuntungan atau bagi hasil antara penyimpan dengan pihak bank 
dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.  
Bagi hasil adalah salah satu prinsip yang digunakan bank syariah 
yang membedakannya dengan bank konvensional. Sistem bagi hasil sangat 
memerhatikan keseimbangan/keadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi 
yang tidak ada dalam sistem bunga. Nisbah adalah rasio bagi hasil yang akan 
diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha yaitu 
antara bank dan nasabah.Nisbah tertuang pada akad yang telah disepakati dan 
ditandatangi oleh kedua belah pihak.
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FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang PEMBIAYAAN MUḌᾹRABAH (QIRADH) 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAANMUḌᾹRABAH (QIRADH) 
Pertama : Ketentuan Pembiayaan: 
                                              
57Melinda Tri Cahyani, “Implementasi Fatwa DSN-MUI/IV/2000 Tentang  Tabungan 
Dengan Akad Mudharabah di BPRS Al-Mabrur”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Ponorogo,2018. 
58Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2015), hlm.138-144. 
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1.PembiayaanMuḍārabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS 
kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 
2.Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) 
membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola 
usaha. 
3.Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 
(LKS dengan pengusaha). 
4.Mudharibboleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut 
serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 
hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 
5.Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 
tunai dan bukan piutang. 
6.LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
muḍārabah kecuali jika mudharib(nasabah) melakukan kesalahan 
yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 
7.Pada prinsipnya, dalam pembiayaan muḍārabah tidak ada jaminan, 
namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 
meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya 
dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 
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8.Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 
keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 
9.Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 
10.Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 
melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak 
mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
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Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan: 
1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap 
hukum. 
2. Pernyataan ijab danqabulharus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
a.Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
b.Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c.Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia 
dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai 
berikut: 
a.Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 
                                              
59
Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2015), hlm.108 
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b.Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 
diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada 
waktu akad. 
c.Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 
mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad. 
4. KeuntunganMuḍārabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 
dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
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a.Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak. 
b.Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 
bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. 
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 
c.Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 
apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, 
atau pelanggaran kesepakatan. 
5.Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 
(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus 
memperhatikan hal-hal berikut: 
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Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2015), hlm.109 
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a.Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur 
tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 
pengawasan. 
b.Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 
mudharabah, yaitu keuntungan. 
c.Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam 
tindakannya yang berhubungan denganmuḍārabah, dan harus 
mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. 
Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan: 
1.Muḍārabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 
2.Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di 
masa depan yang belum tentu terjadi. 
3.Pada dasarnya, dalam muḍārabah tidak ada ganti rugi, karena pada 
dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari 
kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 
4.Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.
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BAB III 
PELAKSANAAN AKAD MUḌᾹRABAH MUTLAQAH DI BANK BRI 
SYARIAH KCP KLATEN 
 
A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu   
Klaten Pemuda 
Kota Klaten adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Klaten 
adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Klaten, 
Jawa Tengah. Jumlah penduduknya 131.035 jiwa pada tahun 2017 dengan 
mayoritas penganut terbanyak adalah agama Islam dengan luas 1.227.81 
km
2
. Secara administratif, Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 kecamatan, 
391 desa dan 10 kelurahan.
1
 
Kota Klaten terletak di tenggara Gunung Merapi, gunung berapi 
yang teraktif di pulau Jawa. Secara geografis, Kota Klaten terletak di 
koordinat 7
o42’14’’S 110o36’6’’E / 7.70389oS 110.60167oE. Wilayah 
Kabupaten Klaten berbatasan dengan sebelah utara kabupaten Boyolali, 
sebelah timur Sukoharjo, sebelah selatan Gunungkidul (DIY) dan sebelah 
barat Sleman (DIY).
2
 
1. Sejarah Bank BRI Syariah 
Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 
Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Oktober 2007 dan setelah 
mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 
suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 
                                              
1https://id.m.wikipedia.org/wiki/Klaten_(kota) diakses pada tanggal 20 September 2019 
pukul 20.36 WIB. 
2https://klatenkab.go.id/geografi-topografi-klaten/ diakses pada tanggal 20 September 
2019 pukul 20.40 WIB. 
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November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. 
Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang 
semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi 
kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. 
Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir 
mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan 
layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 
termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan 
pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragama 
produk yang sesuai dengan harapan para nasabah dengan prinsip 
syariah. 
Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri 
perbankan nasional  dipertegas oleh makna pendar cahaya yang 
mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan 
tuntutan masyrakat terhadap sebuah bank sekelas PT. Bank 
BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan 
modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari 
warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
3
 
Aktivasi PT. Bank Bri Syariah semakin kokoh setelah 19 
Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam 
                                              
3
Azmi Fikri Akhmada, Supervisor Bank BRISyariah KCP Klaten Pemuda,Wawancara 
Pribadi, pada tanggal  25 Juli 2019 pukul 16.00-17.00 WIB. 
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PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada 
tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak 
Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero), Tbk., dan Bapak Ventjre Rahardjo selaku Direktur Utama 
PT. Bank BRI Syariah. 
Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah terbesar 
berdasarkan aset.  PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik 
dari sisi aset jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 
Dengan berfokus pada segmen menengah ke bawah. PT. Bank BRI 
Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan 
berbagai ragam produk dan layanan perbankan. 
2. Visi dan Misi BRISyariah 
Visi: Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam 
layanan finansial sesuai dengan kebutuhan para nasabah dengan 
jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 
Misi: 
a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 
kebutuhan finansial nasabah. 
b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan 
saja dan di mana pun. 
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d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 
hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran. 
3. Struktur Organisasi BRI Syariah 
Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Klaten Pemuda: 
a. Pemimpin Cabang Pembantu : Maisyaroh 
b. Branch Operation Supervisor : Azmi Fikri Akhmada 
c. Customer Service   : Puri Wahyu S 
d. Teller     : Yuliana Dewi R 
e. Unit Head Pedan   : Suyadi 
f. Account Officer Micro Pedan : Agung Yulianto 
       Nur Fadlillah Y 
g. Account Officer Micro Klaten  : Ridwan Sunandar 
                                                             Fendy Yon Prihantoro 
h. Account Officer   :  Jelly Ardiansyah 
 
4. Produk – Produk Yang Ditawarkan  
a. Penghimpunan 
1) Tabungan Faedah BRI Syariah iB 
Merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk 
nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi 
keuangan sehari-hari. Produk ini menggunakan akad Wadi’ah Yad 
Dhamanahdan memiliki keunggulan sebagai berikut: 
(a) Ringan setoran awal Rp. 100.000,- 
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(b) Gratis biaya administrasi bulanan 
(c) Gratis biaya Kartu ATM Bulanan 
(d) Ringan biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI, 
Bersama dan Prima 
(e) Ringan biayan transfer melalui jaringan ATM BRI, Bersama 
dan Prima. 
(f) Ringan biaya cek saldo di jaringan ATM BRI, Bersama dan 
Prima. 
(g) Ringan biaya debit di jaringan EDC BRI dan Prima. 
(h) Dilengkapi pula dengan berbagai fasilitas e-channel berupa 
SMS Banking/Mobile Banking, Internet Banking. Jika saldo 
sebelum transaksi lebih besar sama dengan Rp. 500.000,- maka 
diskon 50% untuk biaya transaksi e-channel. 
4
 
2) Tabungan Haji BRI Syariah iB 
Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil 
sesuai dengan prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), 
dengan menggunakan akad Muḍārabah Mutlaqah,. Adapun beberapa 
keunggulan dari produk ini antara lain: 
a) Setoran awal ringan. 
b) Gratis biaya administrasi bulanan. 
c) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan. 
                                              
4Ibid. 
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d) Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji 
Terpadu) untuk kepastian porsi keberangkatan haji. 
e) Bebas setiap menambahkan saldo. 
f) Dapat bertransaksi di deluruh jaringan Kantor Cabang 
BRISyariah secara online. 
g) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang 
didapatkan. 
h) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji. 
i) Dapat dibukakan untuk anak-anak. 
j) Tersedia pilihan ibadah Haji Reguler dan Haji Khusus. 
 
3) Tabungan Impian BRI Syariah iB 
Merupakan produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk 
nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impia 
nasabahnya (qurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana 
memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan, dengan 
menggunakan akadMuḍārabah Mutlaqah. Produk ini juga memiliki 
berbagai keunggulan antara lain: 
a) Gratis asuransi hingga Rp. 750 juta. 
b) Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi. 
4) Simpanan Pelajar (Simpel) BRI Syariah iB 
Simpel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan 
untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di 
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Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang 
menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong 
budaya menabung sejak dini. Produk ini juga memiliki berbagai 
keunggulan antara lain: 
1) Setoran awal ringan. 
2) Biaya murah. 
3) Bebas biaya administrasi. 
4) Memperoleh ATM (optional). 
5) Gratis fitur faedah (transaksi melalui ATM jaringan BRI, Prima 
dan Bersama). 
6) Memperoleh buku Tabungan. 
7) Dapat diberikan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. 
8) Rekening dapat diberikan fasilitas layanan autodebet 
berdasarkan standing instruction, pembayaran tagihan rutin, 
zakat/infaq/sedekah, autosweep, dan sebagainya. 
5) Giro Faedah Mudharabah BRI Syariah iB  
Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah 
dengan menggunakan akad Muḍārabah Mutlaqahyang penarikannya 
dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet 
giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah 
bukuan. Produk ini menggunakan akad Muḍārabah Muthlaqah. Selain 
itu produk ini juga memiliki keunggulan antara lain: 
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a) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI 
Syariah secara online. 
b) Buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan pemotongan 
zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima. 
c) Dapat diberikan layanan e-channel berupa Cash Management 
System (CMS). 
6) Deposito BRI Syariah iB 
Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad 
bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah bagi nasabah perorangan 
maupun perusahaan yang memberikan keuntungan secara optimal. 
Produk ini menggunakan akadMuḍārabah Mutlaqah. Produk ini 
juga memiliki beberapa keunggulan antara lain: 
a) Bagi hasil yang kompetitif. 
b) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dan bagi 
hasil yang didapatkan. 
c) Pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang 
didapat ke rekening Tabungan atau Giro di BRI Syariah. 
d) Dapat diperpanjang secara otimatis dengan nisbah bagi hasil 
sesuai yang berlaku pada saat perpanjangan. 
e) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.5 
 
 
                                              
5Ibid 
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b. Pembiayaan  
1. KPR BRI Syariah iB 
            KPR BRI Syariah adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah 
kepada perseorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan 
kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli 
(Murabahah)/ Sewa-Menyewa (Ijarah) di mana pembayarannya 
dilakukan secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah 
ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Berbagai keperluan dapat 
dipenuhi melalui KPR Faedah BRI Syariah iB diantarannya pembelian 
rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan, renovasi, 
ambil alih pembiayaan (take over) dan pembiayaan berulang 
(refinancing). Adapun manfaat dan keunggulan dari produk ini antara 
lain: Pembelian Properti, terdiri dari: 
a) Pembelian rumah baru dalam keadaan siap huni (ready stick) dan 
developer kerjasama. 
b) Pembelian rumah baru dalam keadaan belum siap huni (indent) 
dari developer kerjasama. 
c) Pembelian rumah baru dar developer tidak bekerjasama (kondisi 
rumah ready stock, sertifikat dan IMB pecah perkavling). 
d) Pembelian rumah bekas (second). 
e) Pembelian apartemen baru dalam keadaan siap huni (ready stock) 
dari developer kerjasama. 
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f) Pembelian apartemen baru dari developer tidak kerjasama (kondisi 
apartemen ready stock, sertifikat splitzing). 
g) Pembelian apartemen bekas. 
h) Pembelian Rumah Toko (ruko) baru dalam keadaan siap huni 
(ready stock) dari developer kerjasama. 
i) Pembelian ruko baru dari developer tidak kerjasama (kondisi ruko 
ready stock, sertifikat dan IMB pecah perkavling). 
j) Pembelian ruko bekas. 
k) Pembelian tanah kavling dengan luas ≤ 2.500 meter2 di dalam 
kompleks perumahan (real estate). 
l) Pembangunan dan Renovasi Rumah, terdiri dari: 
m) Pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan rumah (tanah 
wajib sudah bersertifikat dan sudah dimiliki pemohon serta IMB 
tersedia). 
n) Pembelian bahan-bahan material untuk renovasi rumah. 
o) Take Over/ Pengalihan Pembiayaan KPR, terdiri dari: 
p) Alih pembiayaan (take over) dari lembaga keuangan konvensional 
ke Bank BRISyariah (hanya berlaku untuk fixed income). 
q) Refinancing atau Pembiayaan Kembali Pemberian Fasilitas Kepada 
Nasabah KPR BRI Syariah di mana dananya dapat digunakan 
untuk berbagai macam kebutuhan konsumtif selama analisa dan 
perhitungan kemampuan pembayaran kembali oleh nasabah 
78 
 
memenuhi syarat dan ketentuan fasilitas ini wajib menggunakan 
akad IMBT. 
2. KPR Sejahtera iB 
            KPR Sejahtera iB adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan 
Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk 
pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP) kepada masyarakat yang 
berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah 
sejahtera yang dibeli dari pengembang (developer). KPR Sejahtera 
terdiri dari: 
a) KPR Sejahtera Syariah Tapak untuk pembiayaan rumah 
sejahtera tapak (landed house). 
b) KPR Sejahtera Syariah Susun untuk pembiayaan rumah 
sejahtera susun (nonlanded house). Sedangkan fasilitas dan 
keunggulan dari produk ini adalah Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat menjadi 
FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan 
perumahan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah 
(MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan 
Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan Kementrian Perumahan Rakyat melalui lembaga 
yang sasarannya untuk menurunkan tingkat margin 
pembiayaan  KPR bagi MBR. 
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3. KKB BRI Syariah iB 
             Merupakan Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRI 
Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan 
akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli 
(Murabahah) di mana pembayarannya secara angsuran dengan 
jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap 
bulan. Produk Pembiayaan KKB BRI Syariah iB menggunakan dua 
akad antara lain: 
1) Akad Wakalah 
Adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh Bank 
BRISyariah kepada nasabah dalam hal ini Bank BRI Syariah 
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli mobil dari penjual 
mobil/dealer.  
2) Akad Murabahah 
Adalah akad transaksi jual beli mobil sebesar harga 
perolehan mobil ditambah dengan margin yang disepakati oleh 
para pihak, di mana Bank BRI Syariah menginformasikan 
terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Produk 
Pembiayaan KKB BRI Syariah ini memiliki manfaat dan 
kegunaan antara lain: Pembelian Mobil Baru 
a) Top Brand 
             Top Brand yaitu merek atau brand yang dianggap 
sebagai pemimpin di industri mobil dan mempunyai 
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demand/permintaan yang tinggi. Mempunyai kualitas yang 
tinggi dan layanan purna jual yang baik. Merek atau Brand 
yang termasuk kriteria Top Brand adalah Toyota, Honda, 
Daihatsu, Suzuki, Nissan, Isuzu dan Mercendes Benz. 
b) Non Top Brand Non Top Brand 
 Yaitu merek/brand yang dianggap di bawah Top Brand.  
Pembelian Mobil Bekas/ Second termasuk mobil kategori 
Top Brand. Tahun Pembuatan terbatasi dengan ketentuan 
jangka waktu maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan 
BPKB. Penjualan mobil bekas dapat berasal dari Approved 
Showroom / Perorangan.Wajib dilakukan pemeriksaan 
keaslian BPKB ke POLDA setempat dan dimintakan bukti 
pemeriksaan keaslian tersebut.Pembelian Mobil CBUhanya 
diperkenankan melalui Agen Tunggal Pemegang Merek. 
Take Over / Pengalihan Pembiayaan KKB dari lembaga 
pembiayaan lain. 
4. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB 
Setiap muslim pasti merindukan baitullah,sempurnakan kerinduan 
anda pada baitullah dengan ibadah umrah, Pembiayaan Umrah 
BRISyariah iB hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat 
anda beribadah dan berziarah ke baitullah.Sedangkan manfaat dari 
produk ini adalah mewujudkan niat beribadah ke baitullahmelalui 
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ibadah umrah dengan mudah, tenang dan nyaman. Selain itu fitur yang 
diberikan oleh produk ini antara lain: 
a. Jangka waktu hingga 36 bulan. 
b. Plafon pembiayaan Rp. 10 juta- Rp. 150 juta. 
c. Dapat diangsur setelah nasabah selesai menyempurnakan ibadah 
umrah. 
d. Uang muka ringan minimal 10% dari nilai paket umrah yang 
dibeli. 
e. 1 orang nasabah dapat mengajukan pembiayaan maksimal untuk 5 
paket umrah. 
f. Paket umrah tersedia dari berbagai pilihan Biro Tour & Travel 
yang telah bekerjasama dengan BRISyariah. 
5. Pembiayaan Kepemilikan Emas 
 Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan 
emas dengan menggunakan akad Murabahahdi mana pengembalian 
pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan 
jangka waktu selesai sesuai dengan kesepakatan. Adapun obyek 
pembiayaan emas antara lain: 
a. Emas Batangan 24K bersertifikat PT. ANTAM. 
b. Emas Batangan bersertifikat NON PT. ANTAM, dengan berat 
jenis ≥ 19.2. Emas Batangan tidak bersertifikat dengan berat 
jenis ≥ 19.2. Khusus objek perhiasan, saat ini belum dapat 
direalisasikan sampai dengan adanya ketentuan tambahan 
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tersendiri yang diatur secara terpisah mengenai besarnya uang 
muka, mekanisme penaksiran agunan dan kerjasama dengan 
toko emas rekanan sebagai pemasok khusus penjualan emas 
perhiasan. 
c. Untuk Emas Batangan, pecahan yang ada: 5 gram, 10 gram, 25 
gram, 50 gram, 100 gram dan 250 gram. 
6. Qardh Beragam Emas 
 Pembiayaan dengan agunan berupa emas, di mana emas yang 
diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRISyariah selama jangka 
waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan 
pemeliharaan atas emas. Adapun manfaat dari produk ini antara lain: 
a. Membiayai keperluan dana jangka pendek/kebutuhan 
mendesak, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. 
b. Sebagai pembiayaan kepada golongan nasabah Usaha Mikro 
dan Kecil sebagaimana dimaksud di dalam UU No 20 Tahun 
2008. 
c. Keperluan lainnya yang jelas dan sesuai syariah.
6
 
7. Mikro BRISyariah 
 Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad 
Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, 
investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari rujuan produktif 
nasabah). Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha dan 
                                              
6Ibid 
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atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk 
pembiayaan mikro dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. 
Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan 
harus dengan Track Record kolektibilitas lancer dan tidak terdaftar 
dalam DHN BI.  
 Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan 
rentang umur minimal 21 tahun atau telahh menikah untuk usia lebih 
besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat 
akhir jangka waktu pembiayaan.Adapun jenis-jenis produk mikro iB 
yang ditawarkan antara lain: 
a. Mikro 25 iB. 
b. Mikro 75 iB. 
c. Mikro 200 iB. 
d. KUR. 
c. Keunggulan Produk 
Keunggulan dari produk-produk yang ditawarkan oleh BRISyariah 
adalah banyaknya produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh 
BRISyariah sehingga nasabah bisa memilih secara leluasa baik yang 
akan menabung maupun yang ingin mengajukan pembiayaan, sehingga 
memudahkan pihak nasabah untuk memilih sesuai kebutuhan pihak 
nasabah.BRISyariah memberikan tingkat nisbah yang kompetitif dan 
yang pasti telah terdaftar dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 
yakni: 
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1) Bebas biaya administrasi bulanan untuk akad Wadi’ah. 
2) Bebas biaya Tarik tunai diseluruh ATM BRISyariah. 
3) Bebas biaya transfer ke sesama rekening BRISyariah. 
4) Manfaat perlindungan asuransi jiwa hingga Rp. 1 Milyar7 
 
B. Pelaksanaan Akad Muḍārabah pada Produk Tabungan Haji di Bank 
BRI   Syariah Kantor Cabang Pembantu Klaten Pemuda 
Pada Bank BRI Syariah Klaten Pemuda terdapat akad tabungan 
mudharabahyaitu salah satu produk penghimpun dana (funding) dari 
masyarakat, dimana posisi nasabah sebagai shahibul maal(pemilik dana) 
sedangkan bank sebagai pengelola (mudharib). 
1. Proses pengajuan Tabungan Haji di Bank BRI Syariah Kantor 
Pembantu Cabang Klaten Pemuda 
Pada awal pembukaan rekening sangat mudah yaitu dengan 
nasabah datang ke bank untuk mengisi formulir untuk pembukaan 
tabungan haji, disini nasabah  harus tidak dalam keadaan paksaan atau 
karena sesuatu hal yang mewajibkan nasabah tersebut untuk membuka 
rekening atau harus ada kemauan dari dalam dirinya sendiri. Dalam 
pembukaan rekening tabungan ini tidak dikenai biaya. Pihak bank juga 
selalu menjelaskan mekanisme tabungan muḍārabahini.  
                                              
7
Ibid 
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Adapun prosedur pelaksanaan yang ditetapkan di Bank BRI 
Syariah Kantor Cabang Klaten Pemuda dalam melayani nasabah yang 
hendak melakukan pembiayaan, di antaranya adalah: 
a. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembukaan rekening 
tabungan haji dengan akadmuḍārabah mutlaqah. 
b. Nasabah mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan, 
menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP) melampirkan fotokopi 
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan melampirkan Kartu Keluarga 
(untuk npembukaan bagi anak-anak. 
c. Kemudian nasabah memberikan setoran awal minimal Rp 50.000 dan 
setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000, dan saldo mengendap 
minimum Rp 50.000. 
d. Nasabah mendapatkan fasilitas buku rekening tabungan dari bank, dan 
mendapat gratis asuransi jiwa dan kecelakaan.
8
 
Setelah persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi maka 
terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, dari sana akad 
muḍārabahmulai berlaku dalam tabungan ini.  
Formulir yang disediakan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang 
Klaten Pemuda pada pembukaan rekening tabungan menyebutkan berapa 
prosentase bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak yaitu 
antara nasabah (shahibul maal) dan bank (mudharib). Pihak bank juga 
                                              
8Azmi Fikri Akhmada, Supervisor Bank BRISyariah KCP Klaten Pemuda,Wawancara 
Pribadi, pada tanggal  25 Juli 2019 pukul 16.00-17.00 WIB. 
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mengatakan bahwa nasabah mengetahui bagi hasil yang akan diperoleh 
masing-masing pihak. Porsi bagi hasil antara bank nasabah yaitu 60% : 
40% porsi tersebut sudah ditetapkan oleh bank dan nasabah tinggal 
mengikuti kebijakan bank.  
Dari segi akad 
Akad muḍārabah merupakan akad kerja sama usaha di antara dua 
pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 
Secaramuḍārabah, keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang 
dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian 
maka kerugian tersebut ditannggung oleh pemilik modal selama kerugian 
itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu 
diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola , pengelola 
harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.  
Saat ini banyak tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga 
keuangan syariah dengan pesatnya. Salah satunya adalah lembaga 
perbankan syariah yanng di dalam operasinnya melahirkan berbagai 
bentuk kerja sama di antara beberapa pihak, yakni pihak investor, pihak 
nasabah yang dibiayai, dan pihak bank itu sendiri. Oleh karena itu, 
pengertian muḍārabah pun dalam praktikya berkembang, tidak hanya 
berlaku bagi dua pihak, yaitu pihak shahibul maal (pemilik modal) dan 
pihak mudharib (pengelola modal), tetapi melibatkan pihak bank sebagai 
agen/ arranger atau beberapa pemilik modal. 
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Pada pelaksanaannya praktik akad muḍārabah mutlaqah ini 
digunakan dalam produk tabungan haji di bank BRI Syariah kantor cabang 
pembantu Klaten ini, di dalam pelaksanaannya akad ini merupakan produk 
penghimpunan dana dimana posisi nasabah sebagai shahibul maal 
(pemilik dana) sedangkan bank sebagai pengelola (mudharib). Pada awal 
pembukaan rekening pihak nasabah harus dalam kondisi tanpa paksaan 
dari pihak manapun. Lalu dalam bank disini pembukaan awal tabungan 
haji tidak dikenakan biaya sama sekali. Selanjutnya dari pihak bank 
sendiri, harus menjelaskan bagaimana detail tentang akad pembukaan 
rekening ibadah haji seperti apa. Dari hasil penelitian saya waktu 
melakukan magang disana masih banyak para nasabah yang kebingungan 
tentang persyaratan maupun dalam pengisian formulir ibadah haji, maka 
harus dipandu oleh petugas bank. 
Setelah melakukan pengisian formulir pengajuan ibadah haji 
nasabah melakukan setoran awal minimal 50.000 dan setoran selanjutnya 
10.000 menurut penulis ini sangat ringan dan mudah bagi para nasabah 
bahkan jika sudah akan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti buku 
rekening, dan asuransi jiwa dan kecelakaan secara gratis. Untuk angsuran 
sendiri di bank ini tidak diatur secara pasti, namun jika sudah mendekati 
pemberangkatan haji baru petugas memberi tahu kepada nasabahnya.Dari 
akadnya harus bisa diterima oleh kedua belah pihak, kemudian antara 
pihak bank dan pihak nasabah itu tidak ada yang dirugikan disini 
dimaksudkan dalam akad perjanjian tersebut mencantumkan keterangan 
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bahwa nasabah memperoleh hak atau memperoleh bagi hasil yang mana 
bagi hasil tersebut pihak bank tidak mengikat jumlah atau prosentasenya. 
Untuk produk tabungan haji di bank BRI Syariah Kantor Cabang 
Pembantu Klaten ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu dikarenakan 
tabungan ini hanya untuk ibadah haji saja.  
Dari segi bagi hasil 
Dari segi pembagian hasil antara pihak bank dengan nasabah 
sendiri di bank ini memperoleh porsi antara 60%:40% namun saat saya 
mewawancarai pihak supervisor mengatakan bahwa porsi pembagian 
hasil tersebut masih sering mengalami perubahan setiap bulannya. 
Tetapi pada saat pembukaan rekening tabungan haji di dalam 
keterangan akad nya ada sebagian kecil tidak dicantumkan berapa 
pembagian hasil nya. Seharusnya pihak bank melakukan pembenaran 
dan dicantumkannya mengenai porsi bagi hasil setiap mengalami 
perubahan pada saat awal pembukaan rekening haji, agar pihak 
nasabah mengerti akan hal itu. Selain itu banyak para nasabah yang 
hanya terpaku pada menabung saja tidak mencari tahu bagaimana 
proses pembagian nisbahnya seperti apa, akadnya seperti apa. 
Dari segi resiko 
Pelaksanaan akad muḍārabah di Bank BRI Syariah KCP Klaten 
khususnya dalam produk penghimpunan dana (produk tabungan dan 
deposito), nasabah sebagai shahibul maal tidak mau menanggung 
resiko sehingga pihak bank disini melakukan penjaminan melalui LPS 
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(Lembaga Penjaminan Simpanan) melalui LPS ini, nasabah dapat lebih 
dijamin tabungan maupun depositonya tidak akan habis atau rugi.  
Selain itu dari masyarakatnya sendiri juga harus memiliki 
pemahaman ilmu kesyariah’an maupun dalam pengetahuan manajerial 
terutama pada kelompok nasabah kecil yang mana belum mampu 
mengelola perusahaannya dengan manajemen yang baik sehingga 
laporan keuangan perusahaan dan informasi lainnya sulit diperoleh, 
padahal saat ini sangat diperlukan dalam pembiayaanmuḍārabah. Dan 
adanya aspek moral yang perlu ditingkatkan untuk membangun 
kepercayaan antara nasabah dan bank dikarenakan masih banyak 
nasabah yang masih membandingkan dengan bank konvensional yang 
memberikan jaminan keamanan dan keuntungan dana yang 
disimpannya. 
2. Manfaat Produk Tabungan Haji di Bank BRI Syariah Kantor 
CabangPembantu Klaten Pemuda 
a. Setoran awal yang ringan 
b. Gratis biaya administrasi bulanan 
c. Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan 
d. Online dengan SISKOHAT (Sistem komputerisasi Haji Terpadu) 
untuk kepastian porsi keberangkatan haji 
e. Bebas setiap saat menambahkan saldo 
f. Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah 
secara online 
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g. Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang di dapatkan 
h. Dapat dibukakan bagi anak-anak 
i. Tersedia pilihan Ibadah Haji Reguler dan Haji Khusus9 
3. Syarat-syarat Pengajuan Tabungan Haji di Bank BRI Syariah Kantor 
Cabang Pembantu Klaten Pemuda 
a. Syarat Dan Ketentuan 
1) Rekening dapat berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) 
maupun Warga Negara Asing (WNA) 
2) Tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku yang 
diterbitkan oleh BI 
3) Bisa untuk calon nasabah perseorangan maupun lembaga. 
4) Orang atau lembaga atas nama rekening yang dibuka bertanggung 
jawab sepenuhnya terhaadap segala kewajiban yang timbul dari 
rekening tersebut. 
5) Wajib melampirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan 
6) Rekening dinyatakan aktif dan bisa digunakan secara efektif setelah 
disetujui dan diaktifkan oleh bank sesuai dengan ketentuan yang 
belaku di Bank.
10
 
b. Biaya Layanan 
                                              
9Brosur Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Klaten Pemuda 
10Azmi Fikri Akhmada, Supervisor Bank BRISyariah KCP Klaten Pemuda,Wawancara 
Pribadi, pada tanggal  25 Juli 2019 pukul 16.00-17.00 WIB. 
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1) Biaya administrasi bulanan tabungan gratis 
2) Biaya penggantian buku tabungan karena habis gratis 
3) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak: 
Rp5.000,00 
4) Penutupan rekening: Rp25.000,00 
4. Hak dan Kewajiban Mudharibdan shahibul al-maaladalah sebagai 
berikut: 
a. Pengelola adalah hak eksekutif mudharibdan shahibul al-maaltidak 
boleh ikut campur dalam operasional teknis usaha yang dikelola 
b. Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola unuk 
mencapai tujuan nisbah 
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam 
d. Pengelola harus mematuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemodal. 
Beberapa hal penting yang harus diperhatikan mudarib dan shahibull-maal: 
a. Nisbah diberikan secara proposional dan tidak dapat diberikan 
sekaligus atau dengan jumlah yang pasti kepada pemilik modal. 
b. Shahibul al-maal tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerugian 
diluar modal yang telah diberikan. 
c. Mudharibtidak turut menaggung kerugian, kecuali kerugian waktu dan 
tenaga.
11
 
 
                                              
11Azmi Fikri Akhmada, Supervisor Bank BRISyariah KCP Klaten Pemuda,Wawancara 
Pribadi, pada tanggal  25 Juli 2019 pukul 16.00-17.00 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUḌᾹRABAH MUTLAQAH DI BANK BRI 
SYARIAH KCP KLATEN MENURUT FATWA DSN-MUI N0.07/DSN-
MUI/IV/2000 
 
A. Analisis Pelaksanaan Akad Muḍārabah Mutlaqah Pada Tabungan  Haji 
Di Bank Brisyariah Kantor Cabang Pembantu Klaten Pemuda 
Menurut Fatwa Dewan Syariah 
Dilihat dari Fatwa Dewan Syariah  sendiri bahwa pelaksanaan akad 
muḍārabah mutlaqahitu harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang 
sesuai, yaitu: 
1. Dari Segi Akad 
1. Aqid(orang yang berakad), 
Orang atau pelaku akad yaitu para pihak yang melakukan 
akad misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, 
karyawan dan majikan, shahibul maaldan mudharib. 
2. Ma’qud alaih, yaitu benda yang diakadkan,  
Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada 
sebagai akibat dilakukannya transaksi. Objekmuḍārabah 
danmusyarakahadalah modal dan kerja.  
3. Maudhu’al-aqd, yaitu tujuan akad,  
4. Sighat al-aqdyaitu ijab dan qabul.  
Ijab qabuladalah pernyataan untuk mengikatkan diri. Shigat 
merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka 
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saling ridha. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak 
yang terpaksa melakukannya.  
Syarat akad yaitu: 
1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
3. Akad itu diizinkan syara‟, maksudnya harus berbentuk harta yang 
dimiliki oleh seseorang, jika objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai 
harta dalam Islam, seperti khamr, maka akadnya tidak sah. 
4. Akad dapat memberikan faidah, maksudnya akad yang dilakukan itu 
harus memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. 
Artinya disamping itu memenuhi syarat-syarat umum yang harus 
dipenuhi suatu akad, akad juga harus memenuhi syarat khususnya.
1
 
5. Ijabberjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul,maksudnya disini 
pernyataanijabharus tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul. 
Apabila ijab tidak utuh dan shahihlagi ketiga qabul diucapkan, maka 
akad tersebut tidak sah. Apabila si mujibmenarik kembali ijabnya 
sebelumqabul maka batallah ijab-nya. Hal ini banyak dijumpai dalam 
suatu akad yang dilangsungkan melalui tulisan. 
6. Ijab dan qabul mesti bersambung.2 
                                              
1 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, Bandung: Refika Aditama, 
2015, hlm.49-50. 
2 Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah,( Yogyakarta : Ekonisia 2004), 
hlm.50 
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Dari beberapa syarat diatas dalam pelaksanaan akadmuḍārabah 
mutlaqah pada tabungan haji di bank BRI Syariah Kantor Cabang 
Pembantu Klaten ini sudah mengacu pada hukum Islam jika dilihat dari 
rukunnya para pihak yang terlibat sudah saling ridha satu sama lain sudah 
ada kesepakatan antara pihak nasabah maupun dari pihak bank itu sendiri. 
Dan didalam proses pembukaan rekening haji tidak ada paksaan apapun. 
Untuk akad sendiri juga jelas tujuannya yaitu untuk tabungan ibadah haji 
dan tabungan tersebut tidak diperbolehkan diambil sewaktu-waktu karena 
di bank tersebut hanya boleh membuka untuk rekening tabungan haji saja. 
2. Dari Segi Bagi Hasil  
 Keuntunganmuḍārabah adalah jumlah yang didapat sebagai 
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
3
 
a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak. 
b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk 
prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan 
nisbah  harus berdasarkan kesepakatan. 
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat darimuḍārabah, 
dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali 
diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran 
kesepakatan. 
                                              
3
Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2015), hlm.109 
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Lalu dari prinsip pembagian hasil sendiri dalam fatwa Dewan 
syariah menetapkan bahwa keuntungan proporsional bagi setiap pihak 
harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus 
dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. 
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Laba harus dibagi 
antarashahibul maaldan  mudharibberdasarkan suatu proporsi yang adil. 
Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi 
ekuitasshahibul maalsepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang 
terjadi dalam suatu perjalanan bisnis harus ditutup laba sebelum hal itu 
ditutup dengan ekuitasshahibul maal. Akad muḍārabah merupakan akad 
kerja sama yang didasari oleh tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, 
keuntungan menjadi hak pihak-pihak yang melakukan akad 
muḍārabahsesuai dengan proporsi yang sudah disepakati.  
Namun di dalam pelaksanaan di bank BRI Syariah kantor cabang 
pembantu Klaten proses pembagian hasil ada sebagian kecil yang tidak 
dicantumkan secara jelas. Seharusnya pihak bank mencantumkan seluruh 
data pembukaan haji dari awal pembukaan rekening sesuai perubahan 
yang terjadi agar para nasabah mengerti secara jelas pembagian nisbahnya.  
Dalam pelaksanaannya pembagian hasil ada sedikit aspek yang 
belum benar sesuai menurut fatwa dewan syariah bahwa 
muḍārabahmenganut suatu prinsip yaitu prinsip kejelasan yang mana 
dalam masalah jumlah modal yang akan diberikan kepada shahibul maal 
,persentase keuntungan yang akan dibagikan ,syarat-syarat yang 
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dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus 
disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan suatu prinsip 
yang harus ada dalam akad ini, untuk itu perjajian tertulis harus 
dilaksanakan secara cermat dan teliti di dalam akad muḍārabahtabungan 
haji.  
           3. Dari Segi Resiko 
            Dilihat dari persyaratan rukunnya di dalam Fatwa Dewan Syariah 
a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap 
hukum. 
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
             Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, 
berisiko dan rentan menjadi sasaran fraud. Salah satunya adalah 
kecurangan manajemen dalam bentuk ketidaksesuain antara promosi 
prinsip syariah. Operasional yang belum sesuai dengan syariah diantaranya 
dalam bentuk implementasi akad yang tidak sesuai aspek pembagian hasil 
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dan ketentuan lainnya. Skema pembiayaan yang lain juga memiliki 
kelemahan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan besarnya 
resiko meliputi resiko pembiayaan, pasar, dan operasional. Untuk 
meminimalisir maka bank tersebut menerapkan manajemen resiko. 
             Kepatuhan terhadap persyaratan aturan fatwa dewan syariah harus 
dibangun sejak awal dan memberikan legitimasi moral dan spiritual 
terhadap pelaksanaan di Bank Syariah sehingga kepercayaan publik, pasar, 
dan stakeholders tetap terpelihara dengan baik.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari beberapa analisis yang telah penulis paparkan pada bab 
sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa akad pada bank BRI Syariah Klaten ini menerapkan akad 
muḍārabah mutlaqah. Dalam mengajukan pembukaan rekening tabungan 
haji pada Bank BRI Syariah nasabah melengkapi berbagai persyaratan 
yang sudah ditentukan oleh bank. Bank melakukan pengecekan 
kelengkapan berkas, menganalisa dan proses persetujuan. Dalam hal ini 
terdapat 4 tahap proses yaitu pertama, Calon penabung datang ke kantor 
Departemen Agama Kabupaten/kota sesuai dengan tempat tinggal domisili 
untuk mengambil dan mengisi formulir Surat Permohonan Pergi Haji 
(SPPH) sesuai dengan KTP. Setelah persyaratan-persyaratan tersebut telah 
terpenuhi maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, dari sana 
akad muḍārabahmulai berlaku dalam tabungan ini.  
2. Di dalam pelaksanaan akad muḍārabah terhadap tabungan haji sudah 
sesuai dengan ketentuan akad, dan sistem pembagian hasil (nisbah) sudah 
mengacu pada Fatwa DSN-MUI yakni dengan menyebutkan nisbah bagi 
hasil dengan prosentase 60%: 40%. Namun terkadang pihak bank tidak 
menuliskan nisbah bagi hasil pada form pembukaan awal rekening 
tabungan haji. Sehingga kondisi seperti ini membuat nasabah terkadang 
tidak mengetahui bagi hasil nya. 
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B.  Saran-Saran 
1. Bagi pihak bank dalam melaksanakan akad tabungan haji seharusnya 
senantiasa menuliskan nisbah bagi hasil pada setiap pembukaan 
rekening tabungan haji. 
2. Nasabah harus lebih teliti dan lebih bijak dalam membuka dana 
tabungan haji di bank manapun, dan memperhatikan serta membaca 
terlebih dahulu mengenai pembagian nisbah keuntungan antara bank 
dan nasabah agar mengerti secara gamblang sebelum kontrak akad 
muḍārabah dibuka. 
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 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1: Pedoman Wawancara 
Pedoman Wawancara dengan Supervisor 
1. Bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan haji di 
Bank BRI Syariah Kantor Cabang Klaten Pemuda? 
2. Apakah dalam akad mudharabah mutlaqah terdapat keuntungan bagi 
nasabah ? 
3. Bagaimana proses pengajuan tabungan haji ? 
4. Bagaimana proses pelunasan haji ? 
5. Jika ada proses pengangsuran lalu tiba-tiba nasabah meninggal apa yang 
dilakukan pihak bank? 
6. Berapa masa tunggu Ibadah haji di bank ini ? 
7. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mendaftar haji ? 
8. Apa akad yang digunakan dalam tabungan haji ? 
9. Berapa prosentase pembagian hasil antara pihak bank dengan nasabah ? 
10. Berapa batas usia untuk mendaftarkan ibadah haji ? 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 2: Foto 
 
 
Tanda bukti sudah melakukan pembukaan rekening ibadah haji 
 
 
 
  
 
 
 
 
setoran awal tabungan haji 
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